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Pengantar Penulis

Bismillahirrahmanirrahim.

Ahlussunnah wal Jama’ah (ASWAJA) dikenal luas di
masyarakat sebagai paham keagamaan yang diwariskan
oleh ulama as-salaf ash-shalih. Disebut “as-salaf” karena para
ulama tersebut terdiri atas generasi awal dalam sejarah Islam,
yaitu generasi sahabat, tabi’in, dan tabi'ut tabi'in. Sedangkan
penyebutan “ash-shalih” dikarenakan para ulama tersebut
mempunyai integritas sangat tinggi dengan tingkat kedalamar
ilmu pengetahuannya, kadar ketakwaannya yang tinggi kepada
Allah Swt, keikhlasannya yang paripurna dalam beramal shalih,
serta budi pekertinya yang mulia dalam pergaulan sehari-hari.
Warisan paham Ahlussunnah wal Jama’ah ini kemudian terus
dilestarikan oleh para pengikutnya dari generasi ke generasi
hingga sekarang.

Distingsi dan ciri khas paham ini dibandingkan dengan
aliran-aliran lain dalam Islam terletak pada sikap moderat dan
seimbang dalam memahami dan menerapkan ajaran agama.
Kemoderatan tersebut diterapkan dalam semua segmen ajaran
agama, baik dalam bidang akidah atau teologi, figh atau hukum-
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hukum agama, maupun tasawuf atau penerapan nilai-nilai budi
pekerti luhur dalam kehidupan sosial. Watak kemoderatan
seperti ini kemudian menyebabkan paham ini diikuti oleh
mayoritas umat Islam di dunia sampai sekarang, termasuk di
negara kita, Indonesia.

Negara kita yang sedang menyuarakan pentingnya revolusi
mental dan pendidikan karakter sangat relevan mengajarkan
paham moderat seperti ini, baik di sekolah-sekolah, madrasah-
madrasah, maupun kampus-kampus perguruan tinggi. Di
semua jenjang pendidikan, perlu diberi muatan kurikulum
ASWAJA karena jika tidak, maka dikhawatirkan generasi
bangsa kita ke depan mudah dirasuki paham transnasional
yang berhaluan ekstrem. Dalam konteks inilah, naskah buku ini
hadir untuk ikut berikhtiar memberikan pencerahan pemikiran
agama. Tujuannya adalah untuk membuka wawasan keagamaan
yang moderat dan terarah sesuai misi Islam rahmatan lil ‘alamin
(sebagai rahmat bagi alam semesta).

Derigan terbitnya bukw ini) sayd mengucapkan terima kasih
kepada Penerbit IRCiSoD Yogyakarta yang telah bekerja sama
dengan LTN PCNU Situbondo untuk menerbitkan naskah ini.
Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada K.H. Zainul
Mu’ien Husni, Lc., M.H. (Rais Syuriyah PCNU Situbondo),
Dr. K.H. A. Muhyiddin Khotib, M.H.I. (Ketua Tanfidziyah
PCNU Situbondo), Gus Fatah Yasin, S.H., M.H. (Wakil Ketua
PCNU Situbondo), dan seluruh Pimpinan Harian PCNU
Situbondo yang telah banyak memberikan saran dan masukan.
Diskusi tentang pentingnya monografi ASWAJA, baik dalam
rapat manajemen maupun di WAG PCNU Situbondo, telah
mendorong terbitnya naskah ini.
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Terakhir, semoga naskah ini memberikan manfaat dan
kontribusi buat generasi bangsa, baik kalangan nahdliyyin
maupun umat Islam secara keseluruhan di republik ini. Harapan
lain, semoga mereka yang berkontribusi dalam penerbitan dan
pendistribusian naskah ini mendapatkan imbalan pahala dari
Gusti Allah Swt. Amin.

Situbondo, 7 Maret 2022
H. A. Yasid



Pengantar

Oleh: Dr. K.H. Afifuddin Muhajir
(Wakil Rais Aam PBNU)

Kehadiran Jam’iyyah Nahdlatul Ulama (NU) di negeri
ini sekurang-kurangnya mempunyai tiga fungsi dan peran.
Pertama, menyebarluaskan paham Ahlussunnah wal Jama’ah;
kedua, menegakkan moral atau nilai-nilai al-akhlaqul karimah di
tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
serta ketiga, merawat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Pertanyaannya kemudian, kenapa
Ahlussunnah wal Jama’ah?

NU menganggap bahwa paham Ahlussunnah wal Jama’ah
merupakan paham keagamaan yang diyakini mempunyai
ketersambungan sanad keilmuan kepada Rasulullah Saw melalui
ulama as-salaf as-shalih.

Dalam literatur keislaman, ulama as-salaf as-shalih dapat
diidentifikasi sebagai generasi emas, sebagaimana pernah
diisyaratkan oleh Rasulullah Saw. Dalam sebuah hadits, beliau
bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah mereka yang hidup pada
kurunku sekarang (generasi sahabat), kemudian kurun sesudahnya
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(generasi tabi’'in), kemudian kurun sesudahnya lagi (tabi’ut
tabi'in).”

Para ulama as-salaf as-shalih pada masa-masa awal Islam ini
dikenal mempunyai tingkat ketakwaan yang tinggi, penguasaan
ilmu yang sangat luas, serta keikhlasan yang begitu mendalam.
Mereka selalu mendakwahkan risalah Nabi Muhammad Saw
kepada umat serta berusaha menjaga keutuhan dan kemurnian
ajaran beliau dari berbagai penyimpangan.

Pada generasi tabi'ut tabi’'in, paham Ahlussunnah wal
Jama'ah mendirikan mazhab pemikiran dalam bidang figh.
Hal tersebut seiring dengan semakin berkembangnya Islam
ke berbagai wilayah, termasuk di luar kawasan Arab. Jika pada
fase sebelumnya belum dibutuhkan teori atau metodologi
hukum tertentu, maka pada fase ini rumusan tentang perangkat
tersebut mulai sangat dibutuhkan sesuai tantangan baru. Lalu,
lahirlah empat mazhab figh yang sangat terkenal dalam dunia
pemikiran keagamaan paham Ahlussunnah wal Jama’ah.

Keempat mazhab figh tersebut adalah: pertama, Mazhab
Hanafiyah yang didirikan oleh Imam Nu'man bin Thabit Abu
Hanifah (w. 150 H); kedua, Mazhab Malikiyah yang didirikan
oleh Imam Malik bin Anas (w. 179 H); ketiga, Mazhab Syafi'iyah
yang didirikan Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (w. 204
H); dan keempat, Mazhab Hanabilah yang didirikan oleh Imam
Ahmad bin Hanbal (w. 241 H). Keempat mazhab figh ini selain
menelurkan pendapat-pendapat figh berdasarkan al-Qur’an,
hadits, ijma’, qiyas, dan lain-lain, juga merumuskan teori hukum
berupa kaidah-kaidah penggalian hukum berdasarkan dalil dan
sumber-sumber. Rumusan kaidah ini kemudian lazim disebut
dengan ilmu ushul figh atau yurisprudensi Islam. Warisan ilmu
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ushul figh ini sangat berharga bagi pengembangan figh pada
generasi-generasi berikutnya sampai sekarang.

Dalam bidang akidah, generasi penerus ulama as-salaf
ash-shalih mendirikan mazhab pemikiran tertentu. Yakni,
Mazhab Asy’ariyah yang didirikan oleh Imam Abul Hasan al-
Asy'ari (w. 324 H) dan Mazhab Maturidiyah yang didirikan oleh
Imam Abu Manshur al-Maturidi (w. 333 H). Kelahiran mazhab
Ahlussunnah wal Jama’ah dalam ranah akidah ini dilatari
oleh kebutuhan umat Islam saat itu, khususnya menyikapi
merebaknya dua kelompok pemikiran ekstrem. Yakni, kelompok
kiri paham Mu’tazilah yang terlalu mendewakan akal sehingga
mengalahkan teks wahyu, dan kelompok kanan paham
Muhadditsin yang anti logika atau akal. Mazhab Ahlussunnah
wal Jama’ah hadir untuk menyeimbangkan porsi penggunaan
rasio dan wahyu dalam memahami masalah-masalah keimanan
dan ketauhidan dalam Islam.

Dalam bidang tasawuf, paham Ahlussunnah wal Jamaah
juga merumuskan mazhab yang moderat dan seimbang antara
dimensi keduniaan (profan) dan keakhiratan (sakral). Dalam
hal ini, paham Ahlussunnah wal Jama’ah sangat mengapresiasi
mazhab tasawuf yang dikembangkan oleh Imam al-Junaid al-
Baghdadi (w. 297 H), Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H),
dan tokoh-tokoh tasawuf lain yang sehaluan dengan mereka.
Selain sikap moderat yang dibangun, tokoh-tokoh tersebut
secara genealogi dapat dinisbatkan sebagai generasi penerus
ulama as-salaf ash-shalih yang menjadi peletak batu pertama
paham Ahlussunnah wal Jama'ah.

Mazhab-mazhab figh, akidah, dan tasawuf seperti
disebutkan sebelumnya telah menjadi platform dan panduan
Jam'iyyah NU dalam menyebarkan paham Ahlussunnah wal
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Jama’ah. Hal tersebut seperti tercermin dalam salah satu
karya Hadratus Syekh K.H. Hasyim Asy‘ari (Pendiri NU pada
tahun 1926), yakni kitab Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah.
Keberadaan mazhab-mazhab tersebut juga dibakukan dalam
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART)
Jam’iyyah NU dan terus dikukuhkan dari Muktamar ke
Muktamar sampai sekarang.

Belakangan, Muktamar Internasional yang diselenggarakan
di Chechnya pada tanggal 25-27 Agustus 2016 memutuskan hal
yang sama dengan platform NU. Muktamar ini dihadiri oleh para
mufti dan ulama dunia, termasuk Grand Syekh al-Azhar, Mesir,
Prof. Dr. Ahmad ath-thayyib. Di antara keputusan Muktamar
adalah bahwa yang disebut Ahlussunnah wal Jama’ah dalam
bidang figh adalah Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah,
dan Hanabilah. Sementara itu, dalam akidah di antara mazhab
yang bisa disebut Ahlussunnah wal Jama'ah adalah Mazhab
Asy’ariyah dan Maturidiyah, sedangkan dalam tasawuf adalah
mazhab yang dikembangkaii oleh lnam al-Jinaid al-Baghdadi
dan ulama yang sehaluan dengannya.

Akhir-akhir ini, eksistensi paham Ahlussunnah wal
Jama’ah di tanah air mengalami banyak tantangan. Di era
digital seperti sekarang, banyak sekali aliran pemikiran
keagamaan transnasional merebak di tanah ini, baik melalui
dakwah langsung ke kampus, masjid, surau, maupun melalui
media sosial seperti tayangan Youtube, broadcast, dan lain-
lain. Mereka belum tentu berhaluan paham Ahlussunnah wal
Jama’ah. Oleh karena itu, kehadiran buku Ahlussunnah wal
Jama'ah (ASWAJA) yang ditulis oleh Profesor Abu Yasid (Wakil
Rais Syuriyah PCNU Situbondo) ini dianggap penting demi
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merespons merebaknya paham-paham yang belum tentu masuk
dalam frame Ahlussunnah wal Jama’ah tersebut.

Dengan demikian, kita perlu melakukan konter pemikiran,
baik dalam bentuk publikasi modul, buku ajar, maupun buku
monograf untuk membentengi generasi bangsa ini, baik kaum
nahdiyyin maupun umat Islam Indonesia pada umumnya, dari
merasuknya berbagai paham baru yang belum tentu sehaluan
dengan Ahlussunnah wal Jama’ah. Pencerahan terhadap
generasi bangsa, khususnya kalangan muda, saat ini sangat
penting, Sebab, pada masa mendatang, merekalah yang akan
menentukan arah perjuangan umat Islam. Merekalah yang akan
mengendalikan platform perjuangan umat Islam, termasuk yang
menentukan kesinambungan paham Ahlussunnah wal Jama'ah
di republik ini.

Situbondo, 1 Maret 2022
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Pendahuluan

Sebagai agama samawi terakhir yang diturunkan oleh
Allah Swt melalui nabi-Nya, Muhammad Saw, Islam dipahami
sebagai agama yang lengkap dan universal. Ajaran Islam
diyakini mencakup berbagai dimensi kehidupan, baik di dunia
maupun akhirat. Pada saat yang sama, universalitas Islam dapat
mencerminkan nilai-nilai keseimbangan dan moderasi antara
dua kutub atau dua ekstremitas yang saling melengkapi. Sikap
moderat perlu dikembangkan untuk menjawab kompleksitas
permasalahan yang dihadapi umat beragama di masyarakat.
Dalam sebuah ayat al-Qur’an, umat Islam disebut sebagai
ummatan wasathan, yaitu umat moderat yang tidak ekstrem
kanan maupun kiri. Teks lengkap dari ayat tersebut adalah
sebagai berikut:

TR ,),)," —,:5;”'\’,, -nic

SO edlies \,é),@, T Sas iS5
A, - Pl P s

1B 1 J525) 5553

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat

Islam) ‘umat pertengahan’ agar kamu menjadi saksi
atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad)
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menjadi saksi atas (perbuatan) kamu....” QS. al-Baqarah
[2]: 143.

Keberadaan ajaran Islam yang lengkap dan paripurna
menuntut umatnya bersikap moderat dalam menyikapi
beragam persoalan. Penafsiran dan pemaknaan yang berimbang
terhadap setiap teks ajaran yang bersifat komprehensif akan
melahirkan nilai-nilai ajaran agama yang dapat mencerminkan
rahmat bagi seluruh umat manusia. Selain sikap umat yang
digambarkan moderat tersebut, struktur ajaran dalam
Islam juga mencerminkan prinsip berimbang dengan selalu
memadukan dua kutub yang saling melengkapi. Sikap dan
pemaknaan yang moderat terhadap keberadaan wahyu yang
bersifat universal menjadi suatu keharusan sebagai implikasi
konkret dari misi Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin (sebagai
rahmat bagi sekalian alam).

Paham Ahlussunnah wal Jama’ah sangat familiar dengan
sikap moderat seperti teiah dijabarkan. Lalu, siapa sebenarnya
paham Ahlussunnah wal Jama’ah itu? Muktamar Internasional
di Chechnya pada tahun 2016 memutuskan bahwa yang disebut
Ahlussunnah wal Jama’ah dalam bidang akidah adalah Mazhab
Asy’ariyah, Maturidiyah, dan ahlul hadits; dalam bidang figh
adalah Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali; dan dalam
bidang tasawuf adalah mazhab yang dikembangkan oleh
Imam al-Junaid al-Baghdadi (w. 297 H) atau yang sepaham
dengannya. Muktamar Chechnya tersebut diikuti oleh para
mufti dari berbagai negara serta para utusan ulama sedunia,
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termasuk Grand Syekh al-Azhar, Mesir, yaitu Prof. Dr. Ahmad
ath-thayyib.!

Prinsip moderat dan seimbang yang dikembangkan paham
Ahlussunnah wal Jama’ah banyak tercermin dalam beragam
wilayah pembahasan ajaran agama, baik dalam bidang akidah,
figh, dan akhlak/tasawuf. Prinsip moderat tersebut juga dapat
tergambarkan dalam wawasan keagamaan dan pendekatan
dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Hal tersebut
seperti pendekatan bermazhab yang dilakukan selain untuk
memudahkan dalam melestarikan ajaran agama, juga demi
menjaga ketersambungan sanad keilmuan hingga ulama as-salaf
ash-shalih dan Rasulullah Saw.

Dalam bidang akidah, prinsip moderat paham Ahlussunnah
wal Jama’ah dapat tercermin dalam penggunaan akal dan
teks wahyu secara berimbang. Hal ini berbeda dengan akidah
yang dikembangkan paham Mu’tazilah yang terlampau
mendewakan akal. Di pihak lain, akidah Ahlussunnah wal
Jama’ah juga berbeda dengan paham Jabariyah dan kalangan
Muhadditsin yang cenderung menyumbat peran akal dalam skala
cukup besar. Prinsip moderat seperti ini dapat dilihat dalam
pembahasan akidah tentang sifat-sifat Allah Swt, kemakhlukan
al-Qur’an, dan lain-lain.

Dalam bidang figh, prinsip moderat paham Ahlussunnah
wal Jama’ah dapat terlihat dalam kandungannya yang
mencerminkan komposisi ideal dan saling melengkapi antara
segmen yang satu dengan yang lain. Seperti adanya perpaduan
antara segmen hukum ibadah yang bersifat tetap dan segmen

! A, Fatih Suhud, Ahlussunnah Wal-Jama'ah: Islam Wasathiyah-Tasamuh-Cinta
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figh muamalah yang berwatak dinamis. Segmen ibadah lazim
disebut dengan gath’iyyat, yakni ketentuan hukum yang
tidak dapat mengalami perubahan oleh apa pun. Sedangkan
segmen muamalah dikenal dengan sebutan zhanniyyat yang
dapat mengalami perubahan dan perkembangan sejauh tidak
bergeser dari titik orbitnya. Contoh lain prinsip moderat dalam
ranah figh adalah porsi keseimbangan antara unsur teks wahyu
dan nalar ijtihad dalam proses pembentukan diktum-diktum
hukum.

Sebagai implikasi dari paham yang mengembangkan sikap
moderat dan keseimbangan, maka paham Ahlussunnah wal
Jama’ah berkomitmen mengembangkan dan menebarkan nilai-
nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan
nilai-nilai ini kemudian menjadi ciri khas paham Ahlussunnah
wal Jama’ah dalam bidang akhlak/tasawuf. Dengan begitu,
prinsip moderat paham Ahlussunnah wal Jama’ah dalam bidang
akhlak dapat tergambarkan dalam komitmennya menebar dan
mengembangkan nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan dalam
pergumulan hidup sehari-hari.

Atas dasar itu, maka paham Ahlussunnah wal Jama’ah
sangat memberikan perhatian pada prinsip saling mengingatkan
(amar makruf nahi mungkar) dan mengembangkan nilai-
nilai budi pekerti luhur (al-akhlaqul karimah). Prinsip saling
mengingatkan dilakukan atas dasar tenggang rasa dan saling
kasih satu sama lain. Dengan saling memberi nasihat, kita
semua diharapkan bisa menuju kebahagiaan secara bersama-
sama. Adapun prinsip nilai-nilai budi pekerti luhur sangat
diperlukan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Rasulullah Saw
pernah melukiskan bahwa menerapkan nilai-nilai etika dan
moral merupakan puncak kesempurnaan iman bagi setiap
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individu. Kualitas keislaman seseorang dapat ditentukan oleh
sejauh mana nilai-nilai etika dan budi luhur dipraktikkan dalam
kehidupan sehari-hari.

Selain tercermin dalam ranah akidah, figh, dan akhlak,
prinsip moderat paham Ahlussunnah wal Jama’ah juga dapat
tergambarkan dalam pandangan dan wawasan keagamaan
secara umum. Hal tersebut seperti tercermin dalam wawasan
keagamaan menyangkut pentingnya menyeimbangkan antara
kehidupan dunia dan akhirat, antara dimensi ketuhanan dan
kemanusiaan, antara lahir dan batin, antara dzikir dan pikir,
serta antara ilmu dan amal. Dengan komitmen mengembangkan
prinsip moderat dan seimbang maka paham Ahlussunnah wal
Jama’ah dapat memadukan dua kutub atau dua titik ekstremitas
yang saling melengkapi.

Prinsip moderat yang lain ditunjukkan paham Ahlussunnah
wal Jama’ah dalam tradisi bermazhab. Prinsip bermazhab
dapat dianggap sebagai cara realistis dan moderat bagi umat
Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Sebab, tanpa
bermazhab, maka setiap individu harus melakukan ijtihad
sendiri yang membutuhkan ketentuan hukum dalam menjalani
kehidupan beragamanya. Padahal, tidak semua individu dapat
menyuguhkan teori dan metodologi sebagai perangkat ijtihad
untuk merumuskan ketentuan hukum. Atas dasar itu, mereka
membutuhkan kehadiran mazhab untuk mempermudah
menggunakan ketentuan hukum yang diperlukan.

Dalam konteks masyarakat awam, tentunya kebutuhan
akan mazhab semakin terasa karena mereka sangat memerlukan
ketentuan hukum hasil ijtihad yang sudah siap pakai. Beragam
ketentuan hukum atau syariat yang sudah baku tentunya
telah banyak dirumuskan dalam mazhab-mazhab pemikiran
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tertentu, baik dalam bidang akidah, figh, maupun tasawuf. Di
sinilah kehadiran mazhab tertentu sangat dibutuhkan untuk
menghindari kesalahan dalam memahami dan menjalankan
ajaran agama. Pada akhirnya, tradisi bermazhab dinilai sangat
efektif karena dapat membantu memudahkan masyarakat
menjalankan ajaran agamanya dengan benar.
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Bab 1
Syariat sebagai Inti Ajaran
Ahlussunnah wal Jama’ah

A. Pengertian Syariat

Kata syariat berasal dari bahasa Arab “syariah” yang
mengandung pemaknaan beragam, baik dari segi etimologi
maupun terminologinya. Makna etimologi “syari'ah” adalah
tempat mengalirnya airiatauisebuahijalan setapak mmenuju
sumber air.? Sedangkan menurut makna terminologinya
secara luas, “syariah” bisa diidentikkan dengan al-din (Islam)
itu sendiri dan mencakup tiga dimensi ajaran, yaitu al-ahkam
al-itiqadiyyah (ajaran tauhid), al-ahkam al-khulugiyyah (ajaran
moral), dan al-ahkam al-‘amaliyyah (aturan praktis/hukum).
Dengan pengertian seperti ini, syariat bisa disebut sebagai
esensi ajaran agama yang dapat menjangkau elemen-elemen
penting di dalamnya, seperti masalah ketuhanan dengan
berbagai implikasinya, persoalan moralitas atau akhlak dalam

? Ibnu Mandhur, Lisan al-Arab (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), juz 6,
hlm. 209.
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pergaulan sehari-hari, serta persoalan-persoalan muamalah,
seperti transaksi dan interaksi sosial lainnya.?

Di luar pengertian luas ini, sebagian ulama ada yang meng-
anggap syariat sebagai bagian dari Islam secara keseluruhan.
Dalam kaitan ini, Struktur ajaran Islam dibagi menjadi dua
elemen dasar, yaitu akidah dan syariat. Syariat adalah panduan
hukum yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia mukalaf
dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik hukum dalam
wujud figh ibadah yang berhubungan dengan ritual keagamaan
maupun figh muamalah yang mengatur tata cara bertransaksi
dalam pergaulan sosial sehari-hari. Sedangkan akidah adalah
keyakinan dan keimanan setiap hamba terhadap wujud Allah
Swt sebagai Tuhan semesta alam. Selain itu, akidah juga
mengandung keimanan kepada rasul (utusan) Allah Swt, para
malaikat, hari kiamat, dan lain-lain.

Mahmud Syaltut (mantan Syekh al-Azhar Republik Islam
Mesir) mempunyai pandangan seperti ini, yakni membagi
ajaran Islam menjadi akidah dan syariat. Akidah dan syariat
dipahami sebagai dua komponen ajaran Islam yang sangat
mendasar dan saling melengkapi satu sama lain. Dengan begitu,
syariat tidak identik dengan Islam, tetapi bagian dari Islam itu
sendiri. Untuk mengurai dua komponen penting ini, Mahmud
Syaltut kemudian menulis buku yang diberi judul al-Islam
‘Aqidah wa Syariah (Islam Adalah Akidah dan Syariat).*

3 Abdul Aziz al-Ali an-Na'im, Ushul al-Ahkam asy-Syar’iyyah (Beirut: Muassasah
Fuad Bu'aynu li at-Tajlid, 1401 H), hlm. 29; Abu Yasid, Islam Moderat (Jakarta: Erlangga,
2014), hlm. 8.

4 Mahmud Syaltut, al-Islam ‘Aqidah wa Syariah (Kairo: Dar al-Iim, Cetakan ke-3,
Tanpa Tahun).
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B. Sumber Syariat

Syariat Islam memuat berbagai aturan dan ketentuan yang
digariskan oleh Allah Swt sebagai pencipta dan Penguasa alam
semesta. Syariat diturunkan oleh Allah Swt melalui Rasulullah
Muhammad Saw untuk mengatur kehidupan umat manusia.
Dengan mengikuti ketentuan dan hukum-hukum syariat,
maka manusia sebagai ciptaan Allah Swt yang paling mulia
dapat menjalankan amanat dengan benar sebagai khalifah-Nya
di muka bumi. Dengan berpedoman pada syariat, manusia
dapat menjalankan kehidupan dengan baik sesuai norma dan
ketentuan hukum. Dengan hukum-hukum syariat pula, manusia
dapat melakukan hubungan dan interaksi secara benar, baik
menyangkut hubungan vertikal dengan Tuhannya maupun
horizontal sesama manusia atau dengan alam sekitarnya.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang substansi syariat,
maka kita perlu mengetahui sumber-sumber hukum syariat itu
sendiri. Secara garis besar, terdapat dua jenis sumber hukum
dalam syariat Islam, yaitu: 1) sumber hukum nagli berupa teks
wahyu al-Qur’an dan hadits, dan 2) sumber hukum ‘agli berupa
penalaran dan pemahaman terhadap teks wahyu itu sendiri.
Sumber hukum jenis kedua ini terdiri atas ijma’ (konsensus),
qiyas (analogi), istihsan (penganggapan baik), mashlahah
mursalah (kemaslahatan yang tidak ada teksnya dalam wahyu),
‘urf (adat kebiasaan), dan lain-lain. Dari sumber-sumber hukum
yang ada, terdapat empat sumber hukum yang disepakati
oleh para ulama, yaitu: al-Qur’an, hadits (sunnah), giyas,
dan ijma’. Adapun sumber-sumber hukum selebihnya masih
diperdebatkan di antara mereka. Berikut adalah penjelasan

25



Prof. Dr. K.H. Abu Yasid, M.A., LLM.

sumber-sumber hukum tersebut, baik yang disepakati maupun
yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama.

1. Al-Qur'an

Al-Qur’an adalah kalam atau firman Allah Swt yang
diturunkan kepada Muhammad Rasulullah Saw melalui
Malaikat Jibril As dengan menggunakan bahasa Arab dan
bernilai ibadah bagi siapa saja yang membacanya.® Al-Qur'an
tidak lain adalah wahyu Allah Swt yang diturunkan kepada
rasul (utusan-Nya) untuk membebaskan manusia dari
kegelapan menuju cahaya yang terang benderang.® Artinya,
dengan mengikuti tuntunan kitab suci al-Qur’an, manusia bisa
mendapatkan petunjuk menuju kehidupannya yang bahagia,
baik di alam dunia maupun akhirat.

Isi dan kandungan al-Qur’an dapat diklasifikasi menjadi
tiga hal, yaitu: hukum-hukum i’tigadiyyah (tauhid), hukum-
hukum etika-moral (akhlak), dan hukum-hukum ‘amaliyyah
(fiqh).” Berikut adalah pengertian dan conton-contoh dari ketiga
jenis kandungan al-Qur’an tersebut.

a. Ajaran Tauhid/Akidah

Ilmu tauhid dikenal juga dengan nama ilmu akidah yang
bermakna sebuah keyakinan terhadap wujud Allah Swt sebagai
Tuhan Pencipta alam semesta. Selain mengimani wujud Allah
Swt, manusia beragama juga wajib meyakini kebenaran ajaran-

$ Abdul Wahhab Khallaf, ‘Tlm Ushul al-Figh (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), him. 23.

¢ Abdul Aziz al-Ali an-Na'im, Ushul al-Ahkam asy-Syar'iyyah (Beirut: Muassasah
Fuad Bu'aynu li at-tajlid, 1401 H), him. 35.

7 Abdul Wahhab Khallaf, ‘Tlm Ushul..., him. 32; Abdul Aziz al-Ali an-Na'im, Ushul
al-Ahkam..., hlm. 30-40.
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Nya dalam al-Qur’an dan hadits yang diwahyukan melalui
Muhammad Rasulullah Saw. Dalam ilmu akidah, dikenal adanya
enam rukun iman sebagai asas dan fondasi keimanan bagi setiap
manusia beragama. Keenam rukun iman tersebut adalah: 1)
iman kepada Allah Swt, 2) iman kepada malaikat-malaikat Allah
Swt, 3) iman kepada kitab-kitab suci Allah Swt, 4) iman kepada
para utusan (rasul) Allah Swt, 5) iman kepada hari kiamat, dan
6) iman kepada segala ketentuan (gadha’ dan gadar) Allah Swt.?

Akidah juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem ke-
imanan atau ilmu yang membahas tentang keyakinan yang
benar dalam agama dengan menggunakan dalil yang dapat
dipertanggungjawabkan. Dalil tersebut dapat berupa teks al-
Qur’an (wahyu) dan akal pikiran manusia. Dengan pengertian
seperti itu, terdapat dua unsur yang saling berhubungan
dalam pembahasan masalah akidah, yaitu teks wahyu dan
nalar manusia. Wahyu merupakan panduan dari Tuhan yang
mempunyai kebenaran mutlak, sedangkan akal merupakan
karunia Tuhan yang dapat dipergunakan manusia untuk
memahami wahyu secara benar dan proporsional.

Dalam sejarah pemikiran akidah, pernah ada dikotomisasi
antara akal dan wahyu. Paham Mu’tazilah terlalu mendewakan
akal mengalahkan teks wahyu, sementara kalangan
Muhadditsin cenderung mengharamkan penggunaan akal.
Paham Mu'tazilah kemudian disebut ekstrem kiri, sedangkan
kalangan Muhadditsin disebut ekstrem kanan. Menyikapi
dualisme pemikiran seperti itu kemudian lahirlah mazhab

9 As-Sayyid Husein Afandi, al-Hushun al-Hamidiyyah (Surabaya: al-Hidayah,
Tanpa Tahun), him. 8.
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akidah Asy’ariyah dan Maturidiyah yang dikenal moderat dan
berhaluan paham Ahlussunnah wal Jama'ah.

b. Ajaran Figh/Hukum

Figh adalah ketentuan hukum yang melekat pada setiap
titah dan perbuatan manusia mukalaf. Pada setiap ucapan dan
perbuatan manusia mukalaf, terdapat hukum-hukumnya, baik
itu hukum wujub (wajib), sunnah, haram, karahah (makruh),
maupun ibahah (mubah). Secara garis besar, hukum-hukum figh
yang melekat pada titah atau perbuatan manusia mukalaf dibagi
menjadi dua macam, yaitu figh ibadah dan figh muamalah.

' Figh ibadah adalah ketentuan hukum yang mengatur
hubungan vertikal setiap manusia mukalaf dengan Tuhannya.
Hal tersebut seperti tercermin dalam praktik ritual keagamaan
yang dilakukan manusia dalam bermunajat kepada Allah Swt.®
Amalan ibadah ada yang mempunyai hukum wajib, selain ada
juga yang sunnah. Ibadah yang wajib, antara lain melaksanakan
shalat' fardhu 'yang lima kalid sehard semalam, puasa wajib di
bulan suci Ramadhan, membayar zakat fitrah dan zakat mal
(harta) bagi mereka yang mempunyai kekayaan melampaui
nishab (batas minimal jumlah harta), dan melaksanakan ibadah
haji bagi yang mampu. Sedangkan contoh amalan ibadah yang
mempunyai hukum sunnah ialah melaksanakan shalat sunnah,
puasa sunnah, membaca al-Qur’an, berdzikir kepada Allah Swt
dan lain-lain.

Sedangkan figh muamalah sebaliknya, yakni mengatur
hubungan horizontal sesama manusia. Dengan demikian, figh
muamalah mempunyai cakupan cukup luas dalam ranah sosial

° Abdul Aziz al-Ali an-Na'im, Ushul al-Ahkam asy-Syar’iyyah (Beirut: Muassasah
Fuad Bu'aynu li at-Tajlid, 1401 H), him. 40.
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kemasyarakatan.! Figh muamalah lebih mengatur hubungan
kemasyarakatan ketimbang hubungan personal seorang hamba
dengan Tuhannya. Jika figh ibadah mempunyai sifat statis
karena mengatur hubungan personal hamba dengan Tuhannya,
maka figh muamalah sebaliknya, yakni dapat berkembang
mengikuti irama perubahan dan dinamika ilmu pengetahuan.

c. Ajaran Akhlak/Tasawuf .

Ajaran akhlak berkaitan dengan perangai budi pekerti
yang harus dilakukan oleh manusia beriman dan beragama.
Kandungan ajaran akhlak terdiri atas dua hal. Pertama,
perangai dan budi pekerti luhur yang mesti dipraktikkan
dalam kehidupan beragama sehari-hari. Kedua, berbagai sifat
dan perbuatan tercela yang mesti dijauhi oleh setiap manusia
beragama.!! Dengan dua kandungan yang saling berlawanan
seperti itu, maka menegakkan al-akhlaqul karimah adalah
berbudi pekerti yang luhur, berperangai dengan sifat-sifat
terpuji, serta menjauhi tindakan dan sifat-sifatrtercela/dan
terkutuk.

Contoh perbuatan terpuji yang telah digariskan dalam al-
Qur’an ialah berperilaku jujur, tepercaya, menjaga harga diri,
sabar, menepati janji, tolong menolong, saling memaafkan,
saling mengingatkan, dan lain-lain. Sedangkan contoh
perbuatan tercela dan terkutuk yang dilarang oleh al-Qur’an
ialah pembunuhan, sihir, perzinaan, pencurian, adu domba,
gunjingan, jemawa, iri hati, dengki, dendam kesumat, menyakiti
hati orang lain, dan sebagainya. Contoh-contoh perbuatan
terpuji dan tercela tersebut juga mempunyai implikasi hukum

1 Ibid.
Y Ibid., hlm. 39.
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figh bagi para pelakunya. Oleh karena itu, ajaran akhlak sebagai
salah satu kandungan al-Qur’an dalam batas-batas tertentu
mempunyai keterkaitan dengan kandungan al-Qur’an yang
lain, yakni ajaran figh.

2. Hadits

Hadits—disebut juga dengan sunnah—adalah segala se-
suatu yang datang dari Rasulullah Saw, baik berupa perkataan,
perbuatan, maupun ketetapan.'? Hadits dengan pengertian
seperti ini diyakini menjadi sumber hukum (syariat) kedua
setelah al-Qur'an dan wajib bagi setiap muslim untuk meng-
ikutinya. Terdapat beberapa dalil dan argumentasi yang
menunjukkan bahwa hadits adalah sumber tasyri’ (pem-
bentukan syariat) kedua setelah al-Qur’an. Beberapa dalil ter-
sebut di antaranya firman Allah Swt berikut:

a3 T3l Loackehy i 1,k (324 50 g
cri_. A

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan
taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang
kekuasaan) di antara kamu....” (QS. an-Nisaa’ [4]: 59).

» o .! E\ - -
DU A A F R A R VA R T A I A Rt
‘) 39 Y9 & *‘-“J{oj GE’Q"

2 Ibid., hlm. 48.
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“Barang siapa menaati Rasul (Muhammad), maka
sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barangsiapa
berpaling (dari ketaatan itu), maka (ketahuilah) Kami
tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi
pemelihara mereka.” (QS. an-Nisaa’ [4]: 80).

Sebagai sumber hukum kedua, hadits mempunyai peran
penting dalam proses tasyri’, khususnya berkaitan dengan
ketentuan hukum yang belum ada penjelasan secara terperinci
dalam al-Qur'an. Al-Qur’an diyakini sebagai kitab suci yang
lengkap dan sempurna mengungkap berbagai persoalan ajaran
agama. Meski demikian, pengungkapan al-Qur’an banyak yang
masih bersifat mujmal (global) dan menjelaskan persoalan
agama secara garis besar. Oleh karena itu, al-Qur'an mem-
butuhkan penjelasan dari hadits agar kandungannya bisa
dicerna dan dipedomani oleh umat manusia secara lebih mudah.

Dengan gambaran seperti itu, maka hubungan hadits
deéngan al-Qui'ait sangatiah'érat untuk memurniculkan' panddan
dalam bentuk ketentuan hukum yang sangat dibutuhkan oleh
manusia mukalaf. Sekurang-kurangnya ada tiga fungsi penting
yang diperankan hadits dalam rangka memberikan penjelasan
lebih konkret terhadap kandungan hukum dalam al-Qur’an,
yaitu: menguatkan, menjabarkan, dan memunculkan hukum
baru.

a. Menguatkan Kandungan al-Qur’an

Hadits mempunyai fungsi memperkuat dan mengokohkan
kembali apa yang sudah ditetapkan dalam al-Qur’an. Dengan
demikian, kandungan hukum yang ditetapkan memiliki
dua dalil sekaligus, yaitu al-Qur’an yang telah menetapkan
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ketentuan hukum dan hadits sebagai penguat.** Sebagai contoh
adalah hadits Nabi Saw yang berbunyi:

-
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“Islam dibangun atas lima (fondasi): persaksian bahwa
tidak ada Tuhan selain Allah, sesungguhnya Muhammad
adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, membayar zakat,
berhaji dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari
dan Muslim).

Hadits tersebut berperan memperkuat apa yang sudah
pernah difirmankan Allah Swt dalam al-Qur’an berkaitan
dengan anjuran shalat, zakat, puasa Ramadhan, dan haji ke
Baitullah. Hab tersebutrsebagaimana tercermin dalarn QS. al-

Baqarah (2): 43 dan 18, serta QS. Ali ‘Imran (3): 97.

b. Menjabarkan Lebih Konkret Ketentuan Umum dalam

al-Qur’an

Fungsi kedua dari hadits adalah memberikan penafsiran
dan penjabaran lebih konkret terhadap ketentuan dalam
al-Qur’an yang masih mujmal, yakni mengatur persoalan
secara garis besarnya saja. Sebagai contoh adalah ayat-ayat al-
Qur’an yang berbicara soal anjuran melakukan shalat, zakat,
dan haji. Ayat-ayat tersebut berisi anjuran secara global dan
garis besarnya. Lalu hadits datang untuk menjelaskan teknis

13 Abdul Wahhab Khallaf, TIm Ushul al-Figh (Kuwait: Dar al-Qalam, 1977), hlm. 39.
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melakukan amalan ibadah tersebut secara lebih mendetail dan
aplikatif.**

Dalam masalah shalat, al-Qur’an hanya menyinggung soal
anjuran melakukan shalat secara umum (garis besarnya saja)
dan tidak sampai pada aturan teknis tata cara melakukannya.
Dalam kaitan ini, hadits lahir untuk menjelaskan teknis melaku-
kan shalat secara benar sesuai maksud wahyu Tuhan. Lalu
Rasulullah Saw memberi penjelasan dengan memperagakan
tata cara melakukan shalat yang benar, baik menyangkut syarat-
syaratnya, jumlah rakaatnya, dan urutan rukun-rukunnya.
Setelah selesai memperagakan shalat, kemudian Rasulullah
Saw bersabda:

‘}.z:i IYcH ‘ \.S\}La

“Kerjakanlah shalat olehmu seperti yang kamu lihat aku
mengerjakan shalat.” (HR. Bukhari).

Begitu pula dalam'soal zakat, teks al-Qur'an hanya berbicara
soal anjuran atau kewajiban setiap muslim mengeluarkan zakat
sebagai wujud penyucian dari segala harta benda yang dimiliki.
Sementara itu, detail operasionalnya menyangkut jenis-jenis
harta beserta kadar zakat yang mesti dikeluarkan al-Qur’an
tidak merincinya secara lebih mendetail. Dalam keadaan seperti
ini, hadits datang memberikan penjelasan dan penjabaran
lebih konkret. Misalnya, hadits tentang nishab (batas minimal
kekayaan), baik pada zakat perdagangan, binatang ternak, hasil
pertanian, maupun emas dan perak.

™ Ibid.
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Dalam soal ibadah haji demikian juga halnya, al-Qur'an
hanya memaparkan secara umum berkenaan dengan anjuran
melaksanakan haji. Lalu, Rasulullah Saw melalui haditsnya
memperagakan praktik amalan haji yang benar secara mendetail
sesuai apa yang dimaksudkan al-Qur’an. Penjelasan Rasulullah
Saw tentang amalan haji dilakukan secara praktis menyangkut
syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan poin-poin lain ber-
kenaan dengan wajib haji. Selesai memperagakan amalan ibadah
haji, kemudian Rasulullah Saw bersabda:

A . - { 4

S 32 1502

“Ambillah dari saya praktik haji (yang mesti) engkau
(lakukan).” (HR. Muslim dan Tirmidzi).

c. Menetapkan Ketentuan Hukum Baru

Hadits juga memiliki fungsi dan peran memunculkan
hukum yang belum pernah diatur dalam al-Qur’an, Seperti
hadits tentang pengharaman mengumpulkan atau mengawini
secara bersama-sama antara seorang perempuan dengan
bibinya, pengharaman makan daging binatang buas yang
memiliki taring, burung yang mempunyai kuku pencakar, dan
ketentuan-ketentuan hukum lain yang hanya dijelaskan oleh
hadits tetapi tidak pernah disinggung oleh al-Qur’an.**

Fungsi hadits ketiga ini masih memunculkan perdebatan di
kalangan para ulama karena perbedaan sudut pandang dalam
memaknai fungsi tersebut. Pendapat pertama mengatakan
bahwa hadits dapat menetapkan ketentuan hukum baru secara

'S Ibid., hlm. 40.
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mandiri tanpa bergantung pada al-Qur’an. Sedangkan pendapat
kedua menyatakan sebaliknya bahwa penetapan hukum baru
tersebut tetap mengacu pada al-Qur’an walaupun secara tidak
langsung (tersirat).

Argumentasi yang dibangun oleh pendapat pertama adalah
bahwa Rasulullah Saw adalah ma'shum (terpelihara dari dosa)
sehingga tidak ada halangan baginya untuk merumuskan
segala persoalan yang belum diatur secara khusus dalam al-
Qur’an. Dengan sifat ma’shum tersebut, maka Rasulullah Saw
mempunyai otoritas penuh menetapkan segala ketentuan
hukum yang belum disebutkan dalam al-Qur’an. Argumentasi
seperti ini juga diperkuat oleh beberapa fakta.

Pertama, sebagaimana sering difirmankan dalam beberapa
ayat al-Qur’an bahwa Allah Swt telah mendelegasikan
Rasulullah Saw untuk menetapkan ketentuan hukum serta
menganjurkan umat agar tunduk dan patuh pada segala sesuatu
yang dibawanya. Hal ini seperti tercermin dalam ayat berikut:

2 - P
s s 00Kz i2 AN ake: Vi
R L B8 65 Otay Vs

“Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum
mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim
dalam perkara yang mereka perselisihkan...” (QS. an-
Nisaa’' [4]: 65).1

Kedua, dalam banyak teks hadits, disebutkan tentang celaan
bagi orang yang hanya memegangi al-Qur’an dan mengabaikan

16 Asy-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syariah (Beirut: Dar al-Ma'rifah, Tanpa
Tahun), hlm. 6.
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hadits Nabi Saw. Logikanya, jika segala sesuatu yang ada dalam
hadits dengan sendirinya sudah terkover dalam al-Qur’an
maka tidak terbayangkan adanya sekelompok manusia dapat
mengabaikan hadits dan hanya berpegangan pada al-Qur'an.
Kenyataannya, seperti diisyaratkan banyak teks hadits, peng-
ingkaran pada salah satu dua sumber ajaran pokok ini terbukti
ada. Atas dasar ini, maka Rasulullah Saw sesungguhnya
mempunyai otoritas secara independen merumuskan ketentuan
yang belum pernah ditetapkan al-Qur’an. Sebab, kenyataannya,
tidak semua persoalan yang tertuang dalam hadits sudah pasti
terwujud pula dalam al-Qur’an.”

Ketiga, sebuah hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam
hadits terdapat beragam persoalan yang tak terhitung jumlah-
nya dan sama sekali belum pernah ditetapkan al-Qur’an.
Kenyataan seperti ini menyiratkan besarnya peran hadits
dalam merumuskan segala persoalan secara mandiri tanpa
harus bergantung pada perkara yang pernah disinggung ayat
al*Quy’an sebelumnya.

Sebaliknya, pendapat kedua mengatakan bahwa Rasulullah
Saw tidak mempunyai kewenangan merumuskan syariat
sendiri. Sebaliknya, apa pun yang ditetapkan Rasulullah Saw
mesti ada rujukannya dalam al-Qur’an. Menurut pendapat ini,
hadits tidak lebih sebagai penjelas dan penjabar dari perkara
yang sudah ditetapkan dalam al-Qur’an sebelumnya. Fungsi
penjelas seperti ini sesuai sesuatu yang sudah digariskan Allah
Swt dalam sebuah ayat al-Qur’an:

7 Ibid., hlm. 7.
18 Ibid., hlm. 7-8.
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“...Dan Kami turunkan adz-Dzikr (al-Qur'an) kepadamu,
agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah

diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.”
(QS. an-Nahl [16]: 44).

Pendapat kedua ini diperkuat juga oleh sebuah hadits yang
mengisahkan perangai Rasulullah Saw. Ketika ditanya sahabat
tentang perangai dan akal budi Rasulullah Saw, Siti Aisyah Ra
menjawab:

5L s o8

“Budi pekerti Rasulullah adalah al-Quran.” (HR. Abu
Dawud dan Nasa’i).

Penjelasan singkat Aisyah Ra ini menunjukkan bahwa apa
pun yang dikatakan, dilakukan, serta ditetapkan Rasulullah
Saw mengacu pada al-Qur’an dan tidak berdiri sendiri. Bagi
pendapat ini, anjuran tunduk kepada segala yang dibawa
Rasulullah Saw adalah dalam kapasitas beliau sebagai penjelas
terhadap al-Qur’an, bukan dalam rangka beliau membuat
ketentuan sendiri di luar ketetapan al-Qur’an.*

*Jbid., hlm. 6.

37



Prof. Dr. K.H. Abu Yasid, M.A., LL.M.

3. Ijma’

Iijma’ adalah kesepakatan para Mujtahid (Yuris Islam) pada
suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw terhadap suatu
ketentuan hukurmn dalam sebuah kasus atau peristiwa tertentu.?
Dengan definisi tersebut, jika terjadi suatu peristiwa yang
belum ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur’an dan hadits,
kemudian peristiwa tersebut diajukan kepada para ahlinya (para
mujtahid) untuk mendapatkan ketentuan hukum, lalu mereka
sepakat terhadap ketentuan hukum tertentu maka terjadilah
ijma’

Dari definisi ijma’ tersebut, maka ada beberapa rukun yang
harus dipenuhi agar proses ijma’ bisa dilakukan sesuai standar
dan ketentuan. Rukun-rukun ijma’ tersebut dapat dijabarkan
secara lebih terperinci sebagai berikut:

a. Adanyapara mujtahid saat muncul persoalan dan peristiwa
yang memerlukan ketentuan hukum. Jika tidak terdapat
mujtahid sama sekali atau hanya seorang mujtahid yang
ada maka tidaklah mungkin terjadi ijma’.

b. Adanya kesepakatan dari seluruh mujtahid saat muncul
peristiwa yang memerlukan ketentuan hukum. Jika yang
melakukan kesepakatan hanya sebagian dari seluruh
mujtahid di belahan dunia maka tidaklah terjadi ijma’.

c. Kesepakatan para mujtahid dilakukan dengan mengemuka-
kan pendapat mereka secara langsung tentang peristiwa
hukum yang perlu ditentukan. Baik dengan cara salah satu
mujtahid mengemukakan pendapatnya kemudian disetujui

2 Abdul Wahhab Khallaf, ‘flm Ushul al-Figh (Kuwait: Dar al-Qalam, 1977), hlm.
45; Abdul Aziz al-Ali an-Na'im, Ushul al-Ahkam asy-Syar'iyyah (Beirut: Muassasah Fuad
Bu'aynu li at-Tajlid, 1401 H), hlm. 56.

2 Ibid.
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oleh yang lain, atau mereka mengemukakan pendapat
hukum secara bersama-sama.

d. Kesepakatan yang dilakukan para mujtahid harus mengarah
dan konsentrasi pada hukum syara’ tertentu dan tidak
boleh pada hukum logika maupun bahasa.

Argumen bahwa ijma’ adalah sumber hukum ketiga setelah
al-Qur’an dan hadits adalah al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat
59 yang memerintahkan umat Islam taat kepada Allah Swt,
rasul (utusan)-Nya, dan ulil amri (penguasa). Dalam konteks
kehidupan berbangsa dan bernegara, yang disebut penguasa
adalah pemerintah yang sah, sedangkan dalam konteks
kehidupan beragama, mereka adalah para mujtahid yang mem-
punyai otoritas untuk merumuskan ketentuan hukum berdasar
dalil dan argumentasinya. Dalil lain tentang keberadaan ijma’
sabda Nabi Muhammad Saw berikut:

< - - : : -
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“Umatku tidak akan bersepakat (ber-ijma’) terhadap
kesesatan.” (HR. Ibnu Majah).

Pada masa-masa awal Islam, khususnya pada periode
sahabat, praktik ijma’ sangat memungkinkan terlaksana. Sebab,
pada periode tersebut, wilayah Islam belum begitu meluas
seperti pada era-era sesudahnya sehingga dengan mudah bisa
diklarifikasi pendapat para mujtahid yang hidup pada kurun itu.
Fakta terjadinya ijma’ pada masa itu kemudian memunculkan
pendapat jumhur (mayoritas) ulama tentang eksistensi ijma’.
Pendapat tersebut mengatakan bahwa ijma’ adalah fakta sejarah
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yang kemudian dijadikan sumber hukum ketiga setelah al-
Qur’an dan hadits.

Contoh produk ijma’ saat itu adalah kesepakatan para
sahabat tentang kekhalifahan Abu Bakar Ra, pengharaman gajih
babi yang belum disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur’an
dan hadits, memerangi kaum murtad yang dianggap sangat
membahayakan eksistensi Islam pada saat itu, dan lain-lain.

Sebaliknya, pada masa-masa setelah era sahabat (terlebih-
lebih di era kita sekarang), tidak dapat tergambarkan terjadinya
ijma’ karena wilayah umat Islam yang begitu luas. Dalam kondisi
seperti sekarang, sangat sulit memastikan seluruh mujtahid
di belahan negara-negara Islam benar-benar bersepakat pada
ketentuan hukum tertentu yang terjadi pada waktu tertentu
pula. Yang sering kita saksikan sekarang adalah kesepakatan
komunitas tertentu, organisasi keagamaan tertentu, atau
negara tertentu terhadap ketentuan hukum yang baru muncul
di abad ini. Itu pun belum tentu mencerminkan bahwa yang
bersepakat tersebut adalah kalangan mujtahidnya dengan
persyaratan keilmuan cukup ketat yang harus dipenuhi.

4. Qiyas

Qiyas (analogi) adalah mempersamakan peristiwa hukum
yang tidak ada teksnya dengan peristiwa lain yang terdapat
teksnya dalam al-Qur’an atau hadits. Upaya mempersamakan
tersebut dilakukan karena ada persamaan ilat hukum di antara
keduanya.?

# Abdul Wahhab Khallaf, Mashadir at-Tasyri’ al-Islami (Kuwait: Dar al-Qalam,
1978), hlm. 19.
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Para ulama sepakat bahwa giyas merupakan sumber
penetapan hukum setelah al-Qur’an, hadits, dan ijma’. Beragam
persoalan kemanusiaan dan kemasyarakatan terus akan bergulir
seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Secara logika, tidak mungkin semua peristiwa hukum yang
terus mengemuka ini dapat dirujuk secara tersurat dalam teks
al-Qur’an, hadits, dan hasil ijma’. Karena itu, umat manusia
terkadang perlu merujuk kepada al-Qur'an dan hadits secara
tersirat, seperti tercermin dalam penggunaan giyas atau analogi
ini.

Sebagai contoh, minuman khamr (tuak) telah disebutkan
keharamannya secara tersurat dalam al-Qur’an surah an-Nisaa’
ayat 23 dan surah al-Ma’idah ayat 90 karena dapat memabuk-
kan. Selain tuak, banyak sekali jenis minuman lain yang juga
memabukkan, tetapi tidak disebutkan secara tersurat dalam
al-Qur’an dan hadits. Oleh karena itu, dengan menggunakan
pendekatan giyas, maka semua jenis minuman yang me-
mabukkan dapat dianalogikan atau disamakan hukumnya
dengan tuak karena adanya persamaan ilat hukum, yaitu sama-
sama memabukkan.

Dengan definisi dan contoh tersebut, maka dapat dikatakan
bahwa penerapan giyas memerlukan beberapa rukun yang mesti
dipenuhi, yaitu:

a. Adanya peristiwa hukum yang terdapat ketentuannya
dalam al-Qur’an atau hadits. Jenis rukun ini disebut
magis ‘alaih (peristiwa yang peristiwa lain dianalogikan
kepadanya). Dalam contoh tersebut, jenis rukun ini
tercermin dalam peristiwa minum tuak.

b.  Adanya peristiwa hukum baru yang tidak ada ketentuannya
dalam al-Qur’an atau hadits. Jenis rukun ini disebut magis
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(peristiwa yang dianalogikan kepada peristiwa lain). Dalam
contoh tersebut, jenis rukun ini tercermin dalam jenis-jenis
minuman memabukkan selain tuak.

¢. Adanya hukum yang ketentuannya dinyatakan dalam teks
suci. Jenis rukun ini disebut hukm al-ashl (hukum yang
melekat pada rukun pertama). Dalam contoh tersebut, jenis
rukun ini tercermin dalam hukum haram bagi minuman
tuak.

d. Adanya ilat hukum, yaitu sifat atau sebab musabab yang
melekat pada penentuan hukum. Dalam contoh tersebut,
jenis rukun ini tercermin dalam sifat memabukkan yang
kemudian dijadikan dasar pengharaman semua jenis
minuman memabukkan selain tuak.

Adapun argumen bahwa giyas adalah sumber hukum
setelah al-Qur’an, hadits dan ijma’ adalah ayat yang sama yang
digunakan untuk argumen ijma’, yaitu QS. an-Nisaa’: 29. Dalam
ayat tersebut, setelah memerintahkan umat untuk taat kepada
Allah Swt, Rasul-Nya, dan ulil amri, Allah Swt melanjutkan
firman-Nya yang berisi tentang kemungkinan umat berselisih
pendapat satu sama lain.

Kondisi umat yang berbeda pendapat dan berselisih
paham terkait suatu perkara yang belum ada ketentuan
hukumnya, baik secara tersurat dalam al-Qur’an maupun hadits,
Allah Swt memerintahkan mereka untuk mengembalikan
persoalan kepada-Nya (al-Qur’an) dan Rasul-Nya (hadits).
Kata “mengembalikan” di sini bisa dimaknai menyamakan
atau menganalogikan persoalan yang sedang dihadapi pada
ketentuan hukum yang ada dalam al-Qur’an dan hadits. Proses
“menyamakan” ini tidak lain adalah giyas atau analogi.
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Dalil lain yang menunjukkan eksistensi giyas sebagai
sumber hukum adalah beberapa firman Allah Swt berikut:

“...Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran,

wahai orang-orang yang mempunyai pandangan!” (QS
al-Hasyr [59]: 2).

-2 S - \ .z
& @M Yl A )
“...Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran

bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan (mata
hati).” (QS. Ali ‘Imran [3]: 13).

& 2.9 HAa — P PRd
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“Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat
pengajaran bagi orang yang mempunyai akal....” (QS.
Yusuf [12]: 111).

Dalam ketiga ayat al-Qur’an tersebut, kita dianjurkan
mengambil pelajaran dari kasus-kasus lama untuk diterapkan
pada peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi kemudian.
Tentunya, penerapan seperti ini bisa kita lakukan terhadap
sejumlah peristiwa hukum baru yang mempunyai persamaan
ilat (sebab musabab) dengan kasus hukum lama yang ada
ketentuan hukumnya secara tersurat dalam al-Qur’an atau
hadits. Proses penyamaan (analogi) seperti inilah yang
kemudian lazim disebut giyas.
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C. Sumber-Sumber Lain yang Berbasis pada
Nalar dan Kemaslahatan

Selain sumber hukum berupa al-Qur’an, hadits, ijma’, dan
giyas seperti telah dijabarkan sebelumnya, terdapat sumber-
sumber hukum lain yang berbasis pada nalar ijtihad dan
mashlahah (kemaslahatan manusia), termasuk di antaranya
ialah istihsan, mashlahah mursalah, ‘urf, dan istishab.

1. Istihsan

Istihsan menurut makna etimologi adalah “penganggapan
baik”. Sedang arti terminologinya adalah proses perpindahan
atau pengalihan sistem berdalil dari padanan hukum yang
tampak jelas (giyasjali) ke padanan hukum lain yang masih samar
(qiyas khafi), atau pengalihan dari hukum yang berlaku secara
umum (kulli) ke hukum lain yang merupakan pengecualiannya
(istithna'i). Pengalihan dalil seperti ini dilakukan oleh seorang
yuris. (mujtahid) karena pertimbangan hukum yang mesti
diprioritaskan berupa istihsan (penganggapan baik).”

Sebagai contoh adalah transaksi atau akad salam dan
istishna’ (pesanan barang), di mana saat dilaksanakan transaksi
barangnya belum ada. Menurut ketentuan hukum secara umum
(kulli), transaksi terhadap barang yang belum ada di tempat
hukumnya tidak boleh. Meski demikian, transaksi pesanan
tersebut dikecualikan karena pertimbangan istihsan, yakni
diangap baik, bahkan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Dengan dibolehkannya akad pesanan barang tersebut, maka

23 Ahdul Wahhab Khallaf, Tim Ushul al-Figh (Kuwait: Dar al-Qalam, 1977), hlm. 79.
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masyarakat terhindarkan dari kesulitan dan kesempitan dalam
melakukan transaksi dan bermuamalah.

Dalam sebuah hadits, dikatakan bahwa apa yang dinilai
baik oleh umat Islam maka Allah Swt pun menganggapnya baik.
Hadits ini yang kemudian dijadikan pijakan para ulama untuk
menjadikan istihsan sebagai salah satu sumber hukum. Teks
hadits tersebut adalah sebagai berikut:

dyy) Sos A R 348 ot Gpaed) 4T
.(mi

“Sesuatu yang oleh umat Islam dianggap baik maka
menurut Allah juga baik.” (HR. Imam Ahmad).

Istihsan dengan pengertian, contoh, dan pijakan dalil
seperti tersebut dapat diamalkan dan digunakan sebagai salah
satu sumber penetapan hukum oleh para ulama terdahulu
atau'sekarang.'Sebdb, ia dilandaskan’pada nalar ijtihad dengan
pijakan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Kondisinya menjadi berbeda jika istihsan dimaknai dengan
penganggapan baik oleh mujtahid tanpa sandaran dalil apa pun,
baik berupa al-Qur’an, sunnah, ijma;, maupun giyas. Pemaknaan
seperti ini wajar jika kemudian mendapatkan penolakan
terhadap penggunaan istihsan oleh sebagian ulama. Sebagai
contoh adalah Imam asy-Syafi'i (w. 204 H), pendiri mazhab
figh Syafi’iyah, yang dikenal menolak penggunaan dalil istihsan
sebagai salah satu sumber penetapan hukum.

# Ibid., hlm. 81.

45



Prof. Dr. K.H. Abu Yasid, M.A., LL.M.

2. Mashlahah Mursalah

Mashlahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak
terdapat rujukannya dalam teks al-Qur’an dan hadits, baik
teks berupa anjuran maupun larangan. Sebagai contoh
adalah kemaslahatan yang terdapat dalam hukuman penjara,
pengadaan mata uang, dan lain-lain.?® Kemaslahatan semisal ini
belum pernah disinggung dalam teks al-Qur’an maupun hadits,
baik berupa anjuran maupun larangan penggunaannya. Namun,
karena keberadaannya sangat diperlukan untuk kepentingan
penegakan kemaslahatan, lalu dalil ini dimunculkan oleh
para ulama dan yuris Islam sebagai alternatif pijakan dalam
pengambilan keputusan hukum.

Para ulama bisa dikatakan satu pemahaman bahwa
wilayah penggunaan dalil mashlahah mursalah ini ada pada
persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan atau dalam istilah
fighnya disebut mu'amalah, bukan masalah ritual keagamaan
atau ‘ibadah. Sebab, dalam persoalan ibadah, yang menjadi
motif hamba mengamalkannya adalah unsur ketundukan dan
penyerahan diri kepada Allah Swt sebagai Dzat Pencipta. Oleh
karenanya, nalar ijtihad untuk menelusuri ilat hukum dan aspek
kemaslahatannya menjadi kurang relevan.

Sebaliknya, dalam ranah muamalah, penelusuran aspek
kemaslahatan menjadi sangat penting karena bersinggungan
dengan realitas masyarakat. Dalam konteks ini, hukum Tuhan
sesungguhnya tidak turun kecuali untuk menerapkan kebaikan
dan kemaslahatan. Yang menjadi persoalan, tidak semua teks al-
Qur’an dan hadits menyebutkan aspek kemaslahatannya dalam
setiap hukum-hukum muamalah. Di sinilah, dalil mashlahah

2 Ibid., hlm. 84,
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mursalah menemukan momentumnya untuk terus dijadikan
pertimbangan hukum dalam ranah kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

Meskipun demikian, tidak semua yuris Islam sepakat
tentang validitas dalil mashlahah mursalah secara mandiri.
Mereka masih bersilang pendapat menyangkut keabsahan
dalil ini digunakan secara independen dalam pelaksanaan
istinbath (penggalian) hukum Islam. Sebaliknya, jika dalil ini
disandingkan untuk saling melengkapi dengan dalil lain, semisal
istihsan atau giyas maka hampir tidak ditemukan perselisihan di
kalangan para ulama dan yuris Islam menyangkut pentingnya
dalil ini dalam pertimbangan penetapan hukum.

3. ‘Urf

Secara bahasa, ‘urf adalah sesuatu yang dapat disenangi
dan diterima oleh akal sehat manusia. Sedangkan menurut arti
terminologinya, ‘urf adalah adat kebiasaan atau sesuatu yang
sudah mentradisi sehingga dapat disenangi dan dianggap baik
oleh akal sehat. Karena sudah mentradisi, maka adat kebiasaan
tidak dapat dipungkiri oleh perasaan dan anggapan komunitas
tertentu.?®

Dasar hukum penggunaan dalil ‘urf sama dengan pijakan
yang digunakan dalil istihsan sebelumnya, yaitu HR. Imam
Ahmad yang menyebutkan bahwa sesuatu yang oleh umat
Islam dianggap baik maka menurut Allah Swt. juga dinilai baik.
Pengamatan dan penilaian baik oleh masyarakat pada umumnya
(kemudian disebut istihsan) dalam waktu bersamaan bisa juga

26 Mushthafa Dib al-Bugha, Athar al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha fi al-Figh al-Islami
(Damaskus: Dar al-Imam al-Bukhari, Tanpa Tahun), hlm. 242.
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disebut adat kebiasaan (‘urf). Dengan begitu, hadits tersebut
selain menjadi dasar istihsan juga menjadi pijakan bagi ‘urf.
Dasar pijakan lain bagi ‘urf adalah firman Allah Swt berikut:

@ Sl o o205 sl 2 il s
“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang

makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.”
(QS. al-A'raaf [7]: 199).

Sebagai sebuah tradisi yang sudah melembaga di
masyarakat, ‘urf dapat dijadikan sebagai salah satu per-
timbangan dalam menerapkan hukum. Dalam konteks ini, para
ulama sangat mengapresiasi jenis dalil ini dalam setiap proses
pembentukan hukum. Tentu saja pengakuan mereka tersebut
disertai sejumlah persyaratan karena tidak dalam semua kondisi
dan keadaan ‘urf layak dijadikan pijakan hukum. Beberapa
syarat yang harus dipenuhi di antaranya sebagai berikut:

a. Penggunaan ‘urf harus dilakukan secara merata oleh
mayoritas sebuah komunitas untuk semua atau kebanyakan
peristiwa hukum yang secara berulang-ulang terjadi.

b. Keberadaan ‘urf harus wujud sebelum peristiwa hukum
terjadi.

c. Dalam sebuah transaksi, tidak boleh ada pernyataan
salah satu pihak yang bertentangan dengan yang lain
menyangkut materi ‘urf.

d. Materi ‘urf tidak boleh bertentangan dengan dalil syar’i
(al-Qur’an dan hadits) atau hukum-hukum yang ditetapkan
berdasarkan dalil syar’i.
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e. Materi ‘urfharus mengikat di kalangan masyarakat dengan
pengertian bahwa mereka mempunyai anggapan bahwa ‘urf
tersebut mesti diterapkan di tengah kehidupan mereka.”’

Sebagai contoh, pemberian seorang laki-laki kepada
tunangannya menurut adat istiadat setempat adalah hibah atau
pemberian biasa, bukan mas kawin. Sebagai konsekuensinya,
saat melangsungkan akad nikah, orang yang bersangkutan
tetap wajib membayar maskawin. Contoh lain, jika dalam
akad nikah tidak disebutkan apakah mas kawin dibayar secara
kontan atau tidak maka dikembalikan pada adat kebiasaan
masyarakat setempat. Dengan contoh-contoh seperti itu,
maka ‘urf sesungguhnya bukan dalil yang mandiri, melainkan
berkaitan dengan dalil-dalil lain, seperti mashlahah mursalah,
istihsan, dan lain-lain yang di dalamnya terdapat kemaslahatan
yang perlu diperhatikan.

4, Istishhab

Istishhab 'adalah memberlakukan ketentuan hukum lama
selagi tidak ada dalil baru yang dapat mengubahnya.?® Definisi
ini menyiratkan bahwa jika sebuah peristiwa hukum tidak
ditemukan dalilnya maka dikembalikan kepada hukum asal.
Dari sini, lalu muncul beberapa kaidah hukum, seperti:

H e ek ug jN

2 Ibid., hlm. 280-281.

28 Abdul Wahhab Khalaf, Mashadir at-Tasyri’ al-Islami (Kuwait: Dar al-Qalam,
1978), him. 151; Mushthafa Dib al-Bugha, Athar al-Adillak al-Mukhtalaf Fiha fi al-Figh
al-Islami (Damaskus: Dar al-Imam al-Bukhari, Tanpa Tahun), him. 187.
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“Hukum asal adalah memberlakukan sesuatu yang sudah
ada sebelumnya.”

Menurut kaidah tersebut, suatu ketentuan hukum yang
sudah wujud pada masa lampau tetap berlaku sebelum ada dalil
lain yang mengubahnya. Seperti hukum perkawinan antara
suami dan istri dinyatakan terus berlanjut selagi belum ada
ketentuan hukum lain yang dapat mengubahnya, yaitu talak.

Contoh lain adalah hukum utang piutang, Si A, misalnya,
tetap dinyatakan mempunyai tanggungan utang kepada si B
selama ia belum berhasil melunasinya. Karena itu, jika terjadi
pertentangan pembayaran utang di antara keduanya, maka
hukum asalnya adalah belum dibayarnya utang kecuali si A
mampu mendatangkan bukti-bukti pembayaran.?®

Kaidah hukum berikutnya ialah:

> S .,
P ’
“Hukiiri asal adalahtidak ddanya hukion.
y

Menurut kaidah tersebut, hukum asal dari sebuah sifat yang
melekat pada sesuatu adalah tidak ada, kecuali ada dalil atau
indikasi kuat bahwa sifat tersebut memang datang kemudian
sehingga dihukumi ada, seperti sifat suci dari hadats yang dapat
membolehkan seseorang melakukan shalat. Sifat ini dihukumi
ada lantaran seseorang telah melakukan wudhu. Kemudian,
sifat ini dinyatakan tidak ada manakala ada ketentuan lain yang
dapat mengubahnya, yaitu hadats.

* Ibrahim Muhammad Mahmud al-Hariri, al-Madkhal ila al-Qawa'id al-Fighiyyah
al-Kulliyyah (Amman: Dar Amar, 1998), hlm. 79-78.
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Berdasar kaidah tersebut, jika seseorang yang telah
berwudhu ragu-ragu tentang batal atau tidaknya wudhu yang
dimiliki maka ia dihukumi suci karena hukum asalnya adalah
tidak adanya batal dan berlanjutnya suci. Sebaliknya, jika
seseorang ragu apakah ia telah melakukan wudhu atau tidak
maka ia dihukum hadats (tidak suci) karena hukum asalnya
adalah tidak berwudhu dan berlanjutnya keadaan hadats.®

Kaidah hukum berikutnya ialah:

< 213
ERVEATN AN
“Hukum asal adalah terbebaskan dari tanggungan.”

Menurut kaidah tersebut, asal muasal pada diri manusia
adalah terbebaskan dari beban apa pun, terkecuali setelah
ada taklif dari syari’ (pembuat syariat) bahwa ia harus berbuat
atau meninggalkan sesuatu. Selagi belum ada taklif dari syari’
maka semua amal perbuatan mempunyai hukum mubah
(holeh) pada diri manusia: Karena itu; kaidah dni populer juga
dengan sebutan 5! ¥l -\...La\f\ atau “terbebaskan sesuai hukum
asal”. Kaidah ini kemudlan mempunyai beberapa turunan, di
antaranya sebagai berikut:

-

Je J J.\; i Ayl Ml g J.a\J\

3 Mushthafa Dib al-Bugha, Athar al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha fi al-Figh al-Islami
(Damaskus: Dar al-Imam al-Bukhari, Tanpa Tahun), hlm. 187.
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“Hukum asal praktik muamalah adalah boleh
dilakukan sampai ada dalil yang menunjukkan hukum
keharamannya."

Dengan mengacu pada kaidah tersebut, maka dalam
persoalan muamalah atau interaksi sosial sehari-hari kita diberi
keleluasaan mengembangkannya sejauh tidak bertentangan
dengan teks-teks umum yang telah mengaturnya. Selagi tidak
terdapat teks yang mengharamkan maka kita diberi kebebasan
mengkreasikan dan mengembangkannya sesuai konteks
kemaslahatan yang mengitari. Karena itu, tidak adanya dalil
dalam hukum muamalah adalah dapat dianggap dalil atas
kebolehannya.

Kaidah turunan berikutnya ialah:

ol (e Jub a3 4k SNl 3 SN

-

“Hukum asal amalan ibadah (ritual) adalah dilarang
sampai ada dalil yang memperbolehkannya "

Dari kaidah ini, dapat kita simpulkan bahwa dalam
persoalan ibadah, kita tidak perlu mengkreasikan bentuk
amalan sendiri selain yang sudah ditetapkan oleh teks-teks
wahyu. Dalam soal sembahyang, misalnya, kita tidak perlu
memodifikasi dan mengembangkan jumlah sembahyang wajib

*! Khalid Abdul Alim al-Mutawalli, Fatawa al-Mu'amalat al-Maliyyah, dalam
khaledabdelalim.com (diakses pada tanggal 2 Maret 2022).

2 Muhammad Mushthafa az-Zuhaili, al-Maktabah asy-Syamilah al-Hadithah,
dalam al-maktaba.org (diakses pada tanggal 2 Maret 2022).
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sehari semalam, jumlah rakaatnya, jumlah ruku’nya, cara-cara
sujudnya, dan seterusnya. Begitu juga dalam soal amalan ritual
lain, seperti puasa wajib, puasa sunnah, haji, dan sebagainya.

D. Tujuan Syariat

Tujuan syariat diturunkan oleh Allah Swt tidak lain adalah
untuk menebar rahmat, kebajikan, dan kemanfaatan di tengah
masyarakat. Syariat hadir untuk menata kehidupan dengan
mencegah terjadinya malapetaka dan kerusakan yang dapat
menimpa umat manusia. Dalam bahasa Arab, tujuan syariat
seperti ini dikenal dengan ungkapan:

Al 255 é\./a.i.“ s

“Mendatangkan kemaslahatan dan menolak terjadinya
kerusakan.”

Dalam:ilmu ushul figh, kajian tentang-mashlahah (ke:
maslahatan) sebagai muara akhir dari proses tasyri’ (pem-
bentukan syariat) ini dikenal dengan ilmu magqashidus syariah
(tujuan syariat). Ilmu ini membahas tentang makna mashlahah,
jenis dan ragamnya, serta soal memberikan kriteria dan batasan
sehingga mashlahah tersebut benar-benar layak menjadi tujuan
syariat.

Dengan kajian ilmu magqashidus syari‘ah ini, maka
diharapkan hukum-hukum syariat yang dijalankan oleh
umat manusia dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan,
keharmonisan, dan kemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari.
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1. Definisi Mashlahah

Mashlahah sebagai tumpuan dan tujuan syariat (magqashidus
syariah) dapat didefinisikan sebagai sebentuk upaya untuk
mendatangkan sesuatu yang berdampak positif (manfaat) serta
menghindarkan hal-hal yang bermuatan negatif (mudharat).®3
Ungkapan ini sesungguhnya menyiratkan bahwa magashidus
syariah identik dengan penelusuran ilat hukum dan rahasia
syariat dalam rangkaian proses tasyri’ (dibentuknya syariat).
Rahasia syariat tersebut tidak lain adalah terciptanya
keharmonisan dan kebahagiaan (kemaslahatan) pada diri setiap
manusia.

Secara substansi, pemaknaan magqashidus syari'ah juga
mengarah pada karakteristik syariat yang membebaskan
dari berbagai belenggu dan kesulitan. Pemaknaan seperti ini
sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariat, seperti moderat
(tawassuth), toleransi (tasamuh), keseimbangan (tawazun),
kemudahan (taysir) dan lain-lain. Prinsip-prinsip dasar ini
berbanding lurus dengan fitrah' kemanusiaan dan logika yang
jernih dalam berikhtiar mendatangkan kebaikan dan menangkal
terjadinya berbagai kerusakan dan kemudharatan.

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut maka para yuris dan
para ulama bisa dikatakan bersepakat dalam penyimpulan
definisi maqashidus syariah. Bagi mereka, magashidus syariah
adalah tujuan asasi dari rangkaian proses pembentukan
syariat untuk menerapkan kemaslahatan hamba, baik di
dunia maupun akhirat.** Dengan begitu, fungsi kajian ilmu

3 Ahmad ar-Raysuni, Nadhariyyah al-Magashid ‘Inda asy-Syathibi (Riyadh: Dar
al- Alamiyyah, 1992), him. 234.

% Abdus Salam ar-Rif'i, Figh al-Magqashid wa Atharuhu fi al-Fikr an-Nawazili (al-
Maghrib: Afrigiya asy-Syarq, 2010), him. 20.
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magqashidus syariah adalah menjelaskan maksud dan tujuan
Allah Swt menurunkan syariat sebagai panduan hukum bagi
seluruh umat. Dengan panduan tersebut, diharapkan umat
manusia dapat menjalankan kehidupan sehari-hari secara baik
dan tertib serta dapat menebarkan kemaslahatan, baik untuk
dirinya maupun orang lain.

Kemaslahatan yang hendak dicapai manusia bukan hanya
dalam kehidupan di dunia, melainkan juga di akhirat kelak
sebagai wujud imbalan pahala yang diberikan Allah Swt bagi
umat manusia yang menjalankan hukum-hukum-Nya selama
di dunia. Tujuan syariat tidak lain adalah mendatangkan
kemanfaatan dan menangkal terjadinya kemudharatan bagi
umat manusia. Dengan melepaskan masyarakat dari berbagai
jenis kerusakan dan kemudharatan, maka mereka diharapkan

mampu menjalankan tugas dan amanah dengan baik sebagai
khalifah Allah Swt di muka bumi ini.

205 Jenis danRagam Mashiahah

Jenis dan ragam mashlahah (kemaslahatan) bisa ditelusuri
melalui berbagai sudut pandang berbeda-beda, seperti sudut
pandang dari segi ketercakupannya, kelenturannya menghadapi
perubahan, level kekuatannya, dan lain-lain.

a. Ketercakupan Mashlahah
Dilihat dari sudut ketercakupannya kepada masing-masing

objek, mashlahah dapat dipilah menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Mashlahahyang bersifat umum dan berkaitan dengan ranah
syariat secara menyeluruh tanpa pembatasan pada bab
atau topik pembahasan tertentu. Jenis mashlahah seperti
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ini tercermin dalam karakteristik syariat yang mempunyai
tujuan menebar kemaslahatan bagi seluruh komponen
umat manusia. Sebagai contoh adalah kemaslahatan pokok
yang tercermin dalam penyediaan sarana keagamaan
yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh
lain adalah prinsip keadilan yang mesti ditegakkan di
tengah masyarakat, baik dalam bidang ekonomi maupun
pendidikan, dan lain-lain.?

2) Mashlahah yang bersifat khusus dan berhubungan dengan
bab atau topik pembahasan tertentu, seperti kemaslahatan
anak atau suami-istri yang dibahas dalam topik tertentu
dalam hukum keluarga, kemaslahatan efek jera bagi pelaku
tindakan kriminal yang dibahas dalam topik kajian hukum
pidana Islam, kemaslahatan pelarangan menimbun bahan
pokok dalam pembahasan distribusi ekonomi Islam, dan
lain-lain.® '

3) Mashlahah yang bersifat partikular dan berkaitan dengan
hukum-hukum juz’i (sangat khusus): Haliini seperti
tercermin dalam penetapan ilat atau alasan dari setiap
ketentuan hukum, pencarian hikmah dari setiap ketetapan
sebuah hukum, serta penelusuran asrar atau rahasia-
rahasia di balik ketentuan hukum.*” Contoh lebih konkret
adalah kemaslahatan yang tercermin dalam hukum-hukum
rukhsah (keringanan) semisal boleh tidak berpuasa bagi
yang sedang sakit atau dalam perjalanan dan lain-lain.38

3 Jasir Awdah, Magashid asy-Syari'ah: Dalil li al-Mubtadi’ (USA: al-Ma’had al-‘Alami
Li al-Fikr al-Islami, 2011), hlm. 22-23.

3 Ibid., hlm. 23,

37 Al-Khadimi, al-ljtihad al-Magqashidi (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2010), hlm. 44-45,

* Jasir Awdah, Maqashid asy-Syari'ah: Dalilli al-Mubtadi’ (USA: al-Ma'had al-'Alami
li al-Fikr al-Islami, 2011), hlm. 22-23.
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Kelenturan Mashlahah dalam Menghadapi Perubahan
Dilihat dari segi kelenturannya menghadapi perubahan,

wujud mashlahah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

L)

2)

3)

Mashlahah yang bersifat qath'i (tegas), yakni kemaslahatan
yang bersifat konstan dan tidak dapat berubah karena
perubahan situasi dan lingkungan. Seperti mashlahah
yang ketentuan hukumnya sudah ditunjukkan oleh dalil
qath’i seperti prinsip kemudahan (at-taysir), penegakan
keamanan, keadilan, pengayoman terhadap harta benda
dan kehormatan, serta perlindungan terhadap hak-hak
asasi manusia yang lain.

Mashlahah yang bersifat zhanni dan bisa beradaptasi dengan
perubahan ruang, waktu, dan lingkungan sosial. Jenis
maqashid seperti ini tidak ditunjukkan oleh dalil qath’i
sehingga implikasi hukumnya tidak mengarah pada diktum
tertentu dan sering memunculkan perbedaan hasil ijtihad.
Seperti kandungan maqashidus syari'ah dalam pengharaman
minum tuak dengan kadar yang sangat sedikit, upaya cerai
istri yang ditinggal pergi dalam rentang waktu cukup lama
oleh suaminya, dan lain-lain.

Mashlahah yang keberadaannya masih disangsikan atau
sebatas dugaan dan ternyata setelah dilakukan verifikasi
dugaan tersebut tidaklah benar. Tentu saja jenis magqashidus

syariah seperti ini tidak dapat dijadikan pertimbangan
hukum.*

% Al-Khadimi, al-ljtihad al-Maqashidi (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2010), hlm. 45-46.
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C.

Otoritas Tuhan dalam Memberikan Pengakuan
Mashlahah .
Ditinjau dari segi otoritas syari’ (pembuat syariah) untuk

mengakui keberadaannya, mashlahah dapat dipilah menjadi

tiga bagian, yaitu:

1

2)

3)

Mashlahah yang diakui keberadaannya oleh syara’ secara
tersurat. Dalam yurisprudensi Islam, mashlahah jenis
ini dikenal dengan sebutan al-mashlahah al-mu’tabarah.
Sebagai contoh adalah aneka perintah dan petunjuk Tuhan
dalam kitab suci diyakini mengandung kemaslahatan, baik
disebutkan secara tersurat (manshushah) maupun tersirat
(mustanbathah).*°

Mashlahah yang keberadaannya dibatalkan oleh syara’.
Dalam ilmu ushul figh, mashlahah seperti ini disebut
al-mashlahah al-mulghah. Jenis mashlahah ini biasanya
berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi teks al-
Qur’an maupun hadits. Seperti kandungan mashlahah
yang terdapat dalam hak seorang istri menjatuhkan
thalaq kepada suami sebagai wujud persamaan hak antar
suami-istri sebagai pelaku transaksi pernikahan. Namun,
mashlahah dalam persoalan ini tidak diakui oleh syara’
seperti tercermin dalam teks wahyu yang menjelaskan
bahwa hak menjatuhkan thalaq hanya dimiliki seorang
suami.?

Mashlahah yang sengaja didiamkan oleh syara’, artinya
selain tidak ada pengakuan eksplisit juga tidak pernah

4 Abdus Salam ar-Rif'i, Figh al-Magashid wa Atharuhu fi al-Fikr an-Nawazili (al-

Maghrib: Afrigiya asy-Syarq, 2010), hlm. 114.

4 Husain Hamid Hasan, Nadhariyyah al-Mashlahah fi al-Figh al-Islami (Beirut: Dar

an-Nahdlah al-‘Arabiyyah, 1971), hilm. 16.
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ada penafian terhadap eksistensinya. Dalam ilmu ushul
figh, jenis mashlahah seperti ini disebut al-mashlahah al-
mursalah. Contoh mashlahah jenis ini tentunya banyak
sekali karena persoalan hukum yang tidak disebutkan
muatan mashlahah-nya secara eksplisit dalam teks wahyu
tidak terkirakan jumlahnya. Bisa disebut sebagai contoh
adalah pengumpulan dan pembukuan al-Qur’an menjadi
satu mushaf untuk menjaga keutuhan kitab suci tersebut.
Contoh lain adalah pengembangan transaksi modern
dengan beragam perangkat yang memudahkan.®

Sebagian kalangan tidak mengakui keberadaan mashlahah

jenis ini dengan asumsi tidak tergambarkan adanya mashlahah
yang dialpakan syara’. Semua bentuk mashlahah yang diklaim
sebagai didiamkan syara’, menurut pendapat ini, masih
dalam bingkai garis besar teks wahyu yang mengacu pada
semangat disyariatkannya ajaran Islam, yaitu demi mengayomi
kepentingan umum.*

d.

Level Kekuatan Mashlahah
Dilihat dari segi level kekuatannya, mashlahah dapat

diklasifikasi menjadi tiga bagian, yaitu:

1)

Al-mashlahah al-dharuriyyah, yaitu kemaslahatan pokok
yang mesti dilestarikan oleh setiap individu maupun
masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.* Bila mashlahah jenis ini diabaikan maka

2 Abu Yasid, Islam Moderat (Jakarta: Erlangga, 2014), him. 117.
3 Ibid., hlm. 118.
* ‘Ial al-Fasi, Magashid asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha (ad-Dar al-

Baidha': Maktabah al-Wahdah al-‘Arabiyyah, Tanpa Tahun), him. 3.
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akan berakibat kerusakan dalam kehidupan umat manusia,
baik di dunia maupun di akhirat. Contoh konkret bentuk
mashlahah ini adalah penegakan terhadap lima prinsip dasar
dalam syariat, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta benda.*> Untuk merealisasikan
perlindungan tersebut, keberadaan negara menjadi
keniscayaan sebagai instrumen menegakkan hukum Tuhan
demi terciptanya kedamaian dan keharmonisan di tengah
masyarakat.

2) Al-mashlahah al-hajiyyah, yakni kemaslahatan yang

dibutuhkan untuk memenuhi kelapangan hidup serta
menghilangkan kesempitan. Bentuk mashlahah ini
bilamana diabaikan maka akan berujung pada kesukaran
(masyaqqah) dan tidak sampai pada batas kerusakan
(mafsadah) sebagaimana dalam bentuk mashlahah
sebelumnya.* Sebagai contoh adalah shalat gashar bagi
orang yang dalam perjalanan, tidak berpuasa bagi orang
yang'sedang sakit atat ‘dalam perjalanan, dan contoh
contoh rukhshah (hukum keringanan) yang lain. Contoh
dalam bidang muamalah (pergumulan sosial) adalah
kebutuhan masyarakat akan praktik sistem transaksi jual
beli yang sehat, sistem simpan pinjam, sewa menyewa,
serta bentuk-bentuk transaksi lain yang bilamana dialpakan
maka akan terjadi kesempitan dan kesukaran hidup di
tengah pergumulan sosial berbangsa dan bernegara sehari-

hari.¥’

5 Nu'man Jughaym, Thuruq al-Kasyf ‘an Magashid asy-Syari’ (Amman: Dar an-

Nafa'is, 2002), him. 28.
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Al-mashlahah at-tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan dalam
bentuk keindahan perangai, keluhuran budi pekerti serta
tradisi baik yang mesti dilestarikan.*® Jika mashlahah jenis
ini diabaikan maka akan menyebabkan runtuhnya tatanan
etika-moral dalam kehidupan beragama, berbangsa dan
bernegara. Sebagai contoh adalah menutupi aurat dan
bersuci dari hadas maupun najis dalam beragam praktik
ritual ibadah maupun sosial keagamaan. Dalam hukum
muamalah, contoh mashlahah jenis ini adalah dilarangnya
mengadakan transaksi jual beli barang haram dan najis.
Sedangkan dalam hukum pidana dan masalah kenegaraan,
contoh mashlahah ini adalah dilarangnya membunuh rakyat
sipil, anak kecil, kaum perempuan dan tua renta dalam
medan peperangan.*®

Prinsip-Prinsip Mashlahah sebagai Tujuan
Syariat

Tidak semua mashlahah (kemaslahatan) dapat serta

merta menjadi tujuan akhir dari rangkaian proses tasyri’
(pembentukan hukum-hukum syariat). Terkadang ada
mashlahah yang bertentangan dengan sumber-sumber ajaran,
baik itu al-Qur’an, hadits, giyas, maupun ijma’. Dalam kondisi
seperti ini, kita tidak boleh mendasarkan hukum atas prinsip

mashlahah.

Oleh karena itu, mashlahah yang dianggap layak menjadi

tumpuan dan tujuan syariat mempunyai karakteristik atau
watak yang dapat membedakannya dari bentuk mashlahah

“ Al-Khadimi, al-ljtihad al-Magqashidi (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2010), him. 44.
* Abu Yasid, Islam Moderat (Jakarta; Erlangga, 2014), hlm. 126-127.
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lain di luar tujuan syariat. Untuk memahami karakteristik
mashlahah sebagai tujuan syariat perlu pemahaman yang jernih,
mana mashlahah yang benar-benar menjadi tumpuan syariat,
dan mana yang tidak.

Untuk memahami hal tersebut, perlu penjabaran tentang
prinsip-prinsip kemaslahatan sehingga dapat dipetakan
mashlahah yang benar-benar mengacu pada substansi syariat.
Dalam konteks ini, sekurang-kurangnya ada tiga hal yang perlu
diperhatikan. Pertama, ruang kemaslahatan tidak terbatas pada
kehidupan di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Kedua, nilai
kemaslahatan tidak terbatas pada kesenangan materi, tetapi
juga ruhani. Ketiga, kemaslahatan agama menjadi fondasi
bagi kemaslahatan-kemaslahatan yang lain. Berikut adalah
penjabaran dari ketiga prinsip tersebut sehingga kita bisa
memaknai kemaslahatan yang benar-benar menjadi tujuan
syariat.

a. Ruang Kemaslahatan Tidak Terbatas pada Kehidupan

di Dunia

Mashlahah (kemaslahatan) dan mafsadah (kerusakan)
dalam Islam tidak terbatas jangkauannya pada praktik
kehidupan dunia, tetapi juga menjangkau kehidupan yang abadi
di akhirat. Dengan kata lain, tempat bersemainya mashlahah
bukan hanya di dunia, sebagaimana disangka sebagian penganut
aliran tertentu, melainkan juga tumbuh subur di alam baka
kelak. Oleh karena itu, berbagai upaya dan usaha untuk
menggapai mashlahah di alam akhirat nanti dapat ditangkap
sebagai mashlahah pula dalam pengertiannya yang lebih luas.
Dalam konteks ini, orang melakukan amalan ritual (ibadah)
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untuk bekal kelak di akhirat dapat dianggap mengupayakan
kemaslahatan dan menekan terjadinya kerusakan.

Dalam rinciannya, mashlahah dunia pun beraneka ragam
jangkauannya. Ada mashlahah yang bisa dipetik pada hari yang
sama ketika diupayakan, seperti usaha harian, ada pula yang
bisa dipetik setelah seminggu, sebulan, setahun, atau bahkan
baru bisa dipetik setelah memasuki hari tua, seperti usaha
seseorang menabung harta benda yang memang diproyeksikan
untuk kemaslahatan hidupnya di hari tua. Jenis mashlahah
akhirat mempunyai jangkauan lebih dari itu, yakni untuk
meraih pahala di alam kemudian untuk kehidupan yang abadi
kelak. Dalam kaitan ini, umat manusia dianjurkan berbuat
kebajikan serta melakukan amal ibadah agar dapat dipetik
hasilnya kelak di akhirat.5

Namun, satu hal yang mesti digarisbawahi, amalan
hamba yang mempunyai kandungan mashlahah duniawi
pun bisa berbalik menjadi amalan ukhrawi yang mempunyai
dimensi'ibadah bilamana didasarkan pada niat dan komitmen
keagamaan yang tulus.5! Maksudnya, betapapun amalan

* Muhammad S2'id Ramadhan al-Buthi, Dhawabith al-Mashlahah fi asy-Syariah
al-Islamiyyah (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1990), hlm. 45,
*! Dalam sebuah hadits mutawatir, Rasulullah Saw bersabda:

235 )5 56 5 5 Y i, JudNigg)
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“Sesungguhnya, amal perbuatan ity bergantung pada niatnya, dan
sesungguhnya bagi setiap orang itu adalah perkara yang ia niatkan. Barang siapa

hijrah menuju Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia hijrah dijalan Allah
dan Rasul-Nya. [Sebaliknya] barang siapa hijrah menuju dunia yang ia peroleh
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manusia itu bersifat keduniaan, bilamana hal itu sengaja
diproyeksikan dalam rangka melaksanakan kewajiban agama
dan hukum-hukum Allah Swt, maka sesungguhnya pelaku
amalan tersebut mendapatkan tabungan pahala (mashlahah
di akhirat). Sebaliknya, amalan baik di dunia tidak akan
membuahkan tabungan mashlahah di akhirat bilamana amalan
tersebut tidak dengan sengaja diproyeksikan demi menjalani
syariat atau hukum-hukum Allah Swt. Ketentuan ini tampak

jelas dilukiskan Allah Swt dalam QS. an-Nuur (24): 39:

hal-hal yang bersifat materi atau kebendaan, tetapi juga
menjangkau aspek keruhanian. Ini berbeda dengan pandangan

45 bale A 55 S PR

gL.U\t_:.;“ i \,Srg\.;\ \),SJJM,
e

& u\..,uc 2 e

“Dan orang-orang yang kafir, amal perbuatan mereka

%w

seperti fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka
airvleh orang=orang yongdehage) tevapi apabila{air) itu
didatangi tidak ada apa pun. Dan didapatinya (ketetapan)
Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya
perhitungan (amal-amal) dengan sempurna dan Allah
sangat cepat perhitungan-Nya.”

Nilai Kemaslahatan Tidak Terbatas pada Kesenangan

Materi

Mashlahah dalam Islam tidak hanya berhubungan dengan
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para filsuf moral barat yang menafikan aspek ruhani di balik
eksistensi materi. Dalam syariat Islam, wujud materi saja tidak
cukup menjelaskan makna kehidupan di dunia dan akhirat.
Karena itu, untuk mencapai mashlahah yang sebenarnya,
manusia mesti memperhatikan pula segi-segi keruhanian
yang bersifat abstrak. Fitrah dan insting manusia sendiri
cenderung untuk menemukan kekuatan besar di jagat ini untuk
beribadah dan tunduk kepada-Nya tanpa bermaksud mencapai
kesenangan materi.®? Dalam QS. ar-Ruum (30): 30, Allah Swt
berfirman:

m\dﬂyuﬂwwu\#@wu@
© o}..l.«uﬂ d\}f\ “‘\ ”,\“Jl:

“...Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan
manusia menurut fitrah itu. Tidaklah ada perubahan pada
ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan
manusia tidak merigetahui.”

Dalam syariat Islam, materi diposisikan sebagai sarana atau
perantara menuju kebahagiaan dan kemaslahatan bagi setiap
manusia. Materi saja tanpa diimbangi kekuatan ruhani dan
spiritual yang memadai tidaklah dapat menjamin kebahagiaan
hidup bagi setiap individu. Karena itu, kemaslahatan yang
menjadi tujuan syariat adalah kebahagiaan umat manusia yang
tercermin secara lahir (materi) maupun batin (ruhani) secara
bersama-sama.

52 Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi, Dhawabith al-Mashlahah fi asy-Syariah
al-Islamiyyah (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1990), hlm. 52.
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Dalam konteks ini, ajaran syariat menganjurkan umat
manusia agar menjauhi beragam penyakit hati yang dapat
mengganggu ketenangan jiwa atau ruhani. Hal tersebut seperti
sikap dengki atau suka menghasut, iri hati, jemawa, serakah,
riya, dan lain-lain. Dengan mempunyai perangai dan sikap-
sikap tidak terpuji seperti ini maka manusia akan dijauhkan
dari kebahagiaan yang sesungguhnya, yakni kemaslahatan yang
menjadi tujuan dan tumpuan syariat.

c. Kemaslahatan Agama Menjadi Fondasi bagi

Kemaslahatan-kemaslahatan Lain

Pada prinsipnya, semua mashlahah (kemaslahatan) di
dunia ini didasarkan pada ajaran agama. Dengan begitu,
maka mashlahah paling fundamental dalam syariat Islam
adalah mashlahah agama yang mesti diprioritaskan atas
mashlaha-mashlahah jenis lainnya. Anjuran menegakkan
sendi-sendi mashlahah agama, dalam Islam, sampai pada batas
harus mengorbankan jenis-jenis mashlahah lain sekiranya
antarkeduanya terjadi pertentangan.

Dengan mendasarkan seluruh mashlahah pada ajaran
agama, konsekuensinya jika terjadi pertentangan antara
mashlahah duniawi dengan teks agama maka ajaran agamalah
yang mesti didahulukan. Karena itu, tidaklah dibenarkan adanya
ketentuan hukum berdasarkan mashlahah tetapi bertentangan
dengan teks al-Qur’an, hadits, giyas, atau ijma’. Sebagai contoh
adalah hasil penelitian bahwa daging babi itu layak dikonsumsi
karena mengandung mashlahah dan tidak ada unsur bakteri
yang membahayakan. Pertimbangan mashlahah dalam contoh
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ini tidak bisa digunakan karena bertentangan dengan teks al-
Qur'an yang dengan tegas mengharamkan daging babi.>*

Untuk mashlahah yang tidak boleh bertentangan dengan
ijma’ terdapat contoh kasus yang dikecualikan berkaitan dengan
mashlahah yang tidak tetap (dimungkinkan berubah). Misalnya,
para ulama bersepakat (ijma’) pada kurun waktu tertentu
untuk melakukan perdamaian antara muslim dan nonmuslim
di sebuah negara karena adanya mashlahah. Akan tetapi, di
kemudian hari, terdapat perubahan situasi sehingga perlu
dilakukan revisi karena ada perubahan mashlahah. Mashlahah
pada situasi kedua ini tentunya bertentangan dengan hasil ijma’
sebelumnya. Meski demikian, diperbolehkan melakukan ijma’
kedua dengan pertimbangan mashlahah yang bertentangan
dengan ijma’ yang pertama.>

E. Keabadian Syariat

Sebagai-sebuah panduan dan aturan yang bersumberkan
pada wahyu, syariat tidak hanya berlaku pada waktu tertentu
dan kemudian dapat digantikan oleh aturan lain di tengah jalan.
Jangkauan syariat juga tidak hanya pada masyarakat tertentu
dan tidak berlaku pada masyarakat yang lain. Untuk membahas
keabadian syariat seperti ini, terdapat dua poin pembahasan
yang perlu diperhatikan. Pertama, syariat mempunyai misi
sebagai rahmat bagi sekalian alam tanpa ada yang dikecualikan.
Kedua, komposisi syariat ada yang bersifat gath’i, yakni konstan
dan tetap serta tidak mengalami perubahan oleh apa pun,
ada pula yang bersifat zhanni, yakni dapat berkembang sesuai

33 [bid., him. 62.
%4 Ibid., hlm. 58.
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konteks perubahan yang terjadi. Berikut adalah penjabaran dari
kedua poin pembahasan tersebut.

1. Syariat sebagai Rahmat bagi Alam Semesta

Syariat bukanlah peraturan dan perundang-undangan
yang dibuat oleh manusia dan diberlakukan pada kurun waktu
tertentu. Syariat juga bukan peraturan yang ditujukan untuk
komunitas atau bangsa tertentu yang memiliki struktur
psikologis dan sosiologis tersendiri. Sebaliknya, syariat adalah
sekumpulan kaidah hukum Allah Swt yang berinteraksi dengan
hukum alam ciptaan-Nya dan berlaku sepanjang masa untuk
seluruh umat manusia. Dalam hal ini, Allah Swt berfirman:

& Gkl 125 ¥ A g

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad)
melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”
(QS. al-Anbiyaa’ [21): 107).

173355 VA ¢hl)as\§¥[&d.z;\ 5

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad),
melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa

berita gembira dan sebagai pemberi peringatan....” (QS.
Saba’ [34]: 28).

Dengan kondisi seperti itu, maka syariat sebagai panduan
hukum ciptaan Tuhan tidak akan mudah lekang dengan waktu.
Dengan keabadiannya tersebut, syariat selalu berproses secara
dinamis untuk mengantarkan umat manusia sesuai konteks
kehidupan mereka. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa watak
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dasar syariat yang perlu diperhatikan, di antaranya sebagai
berikut:

a.

Syariat adalah mekanisme yang mengarahkan pada
kemajuan, berproses dengan selalu menciptakan
hukum-hukum tanpa membekukan hukum itu sendiri.
Syariat adalah sebuah spirit yang berkelanjutan dalam
menciptakan aturan-aturan baru, melakukan pembaruan-
pembaruan dan interpretasi-interpretasi sesuai konteks
perkembangan.

Syariat adalah sebuah gerak langkah yang selalu dinamis
yang membawa manusia pada tujuan-tujuan yang benar
dan orientasi-orientasi yang mulia supaya mereka tidak
terjebak ke dalam teks yang hampa, ruangan yang kosong
serta lafal yang tercerai-berai dalam beragam ungkapan.
Pandangan yang shahih dalam penerapan syariat adalah
pemahaman yang tepat atas pengertian syariat itu
sendiri, yaitu bahwa syariat merupakan cara, spirit,
dan motorpenggerak? Dengari - demikian, fungsi syariat
adalah memproyeksikan metode, melindungi spirit,
serta memfungsikan motor penggerak tersebut demi ke-
maslahatan manusia dan tujuan-tujuan yang dibangun oleh
agama. Dalam memutuskan persoalan hukum, perangkat
metodologi mesti digunakan; dalam mengapresiasi
ketentuan teks, spirit ajaran tidak boleh diabaikan; dan
dalam menerapkan ajaran, aspek penggerak tidak boleh
dikesampingkan.*

55 Muhammad Sa'id al-Asymawi, Ushul asy-Syariah, dalam Edisi Indonesia Nalar

Kritis Syariah (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 212.
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Penerapan syariat dalam maknanya yang hakiki tidak
lain adalah penyebaran rahmat Tuhan kepada seluruh umat
manusia. Rahmat sendiri mengandung makna segala upaya
untuk memudahkan manusia, melindungi kepentingan umum,
memberikan keseimbangan antara berbagai hak dan kewajiban,
melakukan refleksi untuk mengamati kondisi suatu masa, serta
tidak memberatkan manusia.

Rahmat adalah upaya membentuk setiap individu agar
mampu membimbing dirinya sendiri, menguatkan jalan
hidupnya dan merealisasikan wujud kepribadian tanpa
mempersulit jalan kehidupan. Rahmat adalah wujud ke-
hidupan harmoni di mana mayoritas tidak bersikap tirani
pada minoritas, sebaliknya keduanya dapat membangun iklim
kehidupan penuh pengertian serta mengembangkan kerja sama
yang kondusif sehingga kemaslahatan individu maupun kolektif
dapat diterapkan secara bersama-sama.

2. " Komposisi Syariat yang Seimbang

Keabadian syariat dapat tercermin dalam komposisi
ayat al-Qur’an yang lengkap dan seimbang antara yang
qath’i (berwatak tetap) dan yang zhanni (dapat berubah dan
berkembang). Kebanyakan teks al-Qur’an berwatak zhanni
dan mujmal (global), yakni mengungkapkan persoalan hukum
secara garis besarnya saja. Dengan banyaknya ayat yang bersifat
global ini, maka ketentuan hukum dapat diproduksi sesuai
tingkat perkembangan masyarakat dengan tetap mengacu pada
spirit dan prinsip dasar yang ada dalam al-Qur’an. Besarnya
persentase ayat yang bersifat global dan berwatak zhanni ini

% Ibid., hlm. 214.
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menunjukkan keabadian syariat karena ia dapat ditafsirkan
dan dikembangkan sesuai fakta dan realitas masyarakat yang
cenderung bergerak dinamis dari waktu ke waktu.

Sebagian pakar ilmu syariat menyebutkan bahwa 90 persen
kandungan al-Qur’an terdiri atas ayat-ayat mujmal (global) yang
dapat ditafsirkan dan dikembangkan menjadi hukum-hukum
agama sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.s’
Selebihnya (yang 10 persen) terdiri atas ayat-ayat yang
bersifat tetap (qath’i) berkaitan dengan pokok-pokok ajaran
agama. Jenis ayat seperti ini tidak dapat ditafsirkan lain atau
dikembangkan dan disesuaikan dengan perubahan sosial apa
pun. Hal tersebut, seperti anjuran tentang shalat, puasa, zakat,
haji, bersikap jujur, sabar, menepati janji, dan lain-lain. Yang
berupa larangan, seperti keharaman berbuat zina, mencuri atau
korupsi, membunuh atau menyakiti orang lain, menggunjing,
mengadu domba, dan lain-lain.

Jika segmen yang 10 persen ini tidak dapat berubah karena
wataknya yang qath' (tetap), maka tidak demikian halnya
dengan segmen ayat-ayat al-Qur’an yang 90 persen. Segmen
yang 90 persen ini mempunyai watak zhanni atau tidak tetap
yang dapat dikembangkan sesuai konteks perkembangan
zaman. Ajaran yang bersifat zhanni seperti ini pada umumnya
berkaitan dengan hukum-hukum muamalah yang berhubungan
dengan transaksi dan interaksi sosial kemasyarakatan. Seperti
transaksi perdagangan dengan beragam jenis dan bentuknya,
sistem ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan ber-

57 Yusuf al-Qardhawi, Al-ljtihad wa at-tajdid baina adh-Dhawabith asy-Syar iyyah wa
al-Hayah al-Muashirah, dalam buku Dasar Pemikiran Hukum Islam Taglid-ljtihad (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1987), him. 75.
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negara, serta jenis-jenis interaksi sosial kemasyarakatan yang
lain.

Lebih besarnya persentase jenis ajaran syariat yang bisa
berkembang (90 persen) menyiratkan betapa Islam dengan misi
rahmatan lilalamin (sebagai rahmat bagi alam semesta) sangat
memperhatikan perkembangan masyarakat yang terus akan
terjadi dari waktu ke waktu. Dengan komposisi dan persentase
seperti ini, maka keberadaan syariat tidak akan mudah lekang
dengan waktu. Sebaliknya, ia akan tumbuh subur memberikan
panduan hukum bagi setiap peristiwa yang terus akan terjadi.
Di sinilah letak keabadian syariat sebagai wahyu Tuhan yang
diturunkan untuk memperbaiki kehidupan umat manusia di
muka bumi.

Komposisi ayat-ayat al-Qur’an yang menyiratkan keabadian
syariat tersebut pernah diisyaratkan oleh Rasulullah Saw dalam
sebuah hadits berikut:
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“Sesungguhnya, Allah telah mewajibkan beberapa

kewajiban, maka jangan kamu sekalian sia-siakan;

Allah telah memberikan batasan-batasan, maka jangan

kamu sekalian lampaui; Allah telah pula mengharamkan

sesuatu, maka jangan kamu sekalian langgar; dan Allah
mendiamkan beberapa sesuatu sebagai rahmat atasmu
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tanpa ada unsur lupa, maka jangan tanya-tanya hal itu.”
(HR. Daruquthni dan Hakim).

Dalam hadits tersebut, Rasulullah Saw menegaskan
bahwa sesuatu yang sudah diwajibkan janganlah ditinggalkan.
Sebaliknya, sesuatu yang diharamkan janganlah dilakukan. Di
luar itu, ada sesuatu yang sengaja didiamkan oleh Allah Swt
sebagai rahmat bagi umat manusia. Sesuatu yang didiamkan
tanpa Allah Swt lupa inilah yang bisa dikembangkan sesuai
tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sesuatu yang bisa dikembangkan tersebut sesungguhnya
mengacu kepada al-Qur’an dan hadits juga, tetapi secara
global dan garis besar, bukan secara langsung dan eksplisit.
Bisa pula sesuatu yang dapat dikembangkan itu mengacu pada
sumber-sumber syariat yang lain di luar al-Qur’an dan hadits,
seperti giyas (analogi), ijma’ (kesepakatan para ulama), istihsan
(penganggapan baik), mashlahah mursalah (kemaslahatan yang
tidak disebutkan secara eksplisit oleh teks wahyu), dan ‘urf (adat
kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat).

Contoh gambaran komposisi syariat yang mencerminkan
perpaduan antara yang tetap dan yang dapat berkembang
adalah sebagai berikut.

a. Anjuran Musyawarah atau Demokratisasi

Dalam al-Qur’an surah Ali ‘Imran ayat 159 dan surah
asy-Syuura ayat 38, Allah Swt memerintahkan umat manusia
agar melakukan musyawarah dalam menghadapi berbagai
persoalan. Dengan mengacu pada kedua ayat tersebut, maka
umat manusia wajib menegakkan asas musyawarah. Dalam
konteks hukum ketatanegaraan, rakyat dianjurkan musyawarah
atau berdemokrasi, baik dalam urusan memilih pemimpin
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dalam berbagai levelnya maupun dalam merumuskan beragam
kebijakan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian,
musyawarah menjadi ketentuan hukum yang tetap dan tidak
mungkin ‘n’xengalami perubahan. Meski demikian, Allah Swt
mendiamKan tentang bentuk atau jenis permusyawaratan yang
mesti ditegakkan. Oleh karena itu, bentuk demokrasi dalam
ketatanegaraan Islam bisa berkembang sesuai dengan iklim dan
budaya masyarakat di masing-masing negara.

Dalam pemilihan kepala negara atau kepala daerah, bisa saja
sebuah negara demokrasi memilih sistem pemilihan langsung,
sementara negara lain menggunakan pemilihan melalui
perwakilan di parlemen. Begitu pula dalam bentuk negara
yang hendak didirikan, Allah Swt tidak menyebutkan jenis atau
bentuk negara tertentu. Bisa saja di sebuah negara tertentu
memilih bentuk negara demokrasi presidensial, sedangkan
negara lain lebih cocok dengan negara demokrasi parlementer.
Yang penting adalah prinsip musyawarah sebagaimana anjuran
al-Qur'an dapat'dilaksanakan secara efektif dan'benar.

b. Anjuran Berbuat Adil

Dalam al-Qur’an surah an-Nisaa’ ayat 58 dan surah al-
Maa’idah ayat 49, Allah Swt memerintahkan umat manusia
agar berbuat adil dalam memberikan putusan hukum. Dalam
ayat tersebut, Allah Swt juga melarang untuk menuruti hawa
nafsu agar tidak subjektif dalam memberikan putusan hukum.
Dengan mengacu pada ayat tersebut, maka berbuat adil menjadi
kewajiban bagi setiap umat manusia, utamanya bagi pejabat
atau lembaga penegakan hukum di setiap negara. Dengan
begitu, berbuat adil menjadi ketentuan hukum yang pasti dan
tetap serta tidak mungkin mengalami perubahan.
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Meskipun demikian, Allah Swt mendiamkan tentang
jenis, bentuk, serta mekanisme lembaga peradilan yang mesti
ditegakkan. Dengan sengaja didiamkan seperti itu, maka bentuk
lembaga peradilan dapat mengalami perkembangan dari waktu
ke waktu. Antara satu negara dengan negara lain juga mengalami
ketidaksamaan format dan bentuk lembaga peradilannya.
Adanya perbedaan format seperti ini bisa dimaknai sebagai
bentuk rahmat Allah Swt bagi hamba-Nya sehingga mereka bisa
mengembangkan bentuk lembaga peradilan sesuai kondisi dan
situasi yang dihadapi.

Dalam skop lebih luas, contoh penerapan keadilan tersebut,
dapat juga diterapkan dalam level pembentukan negara dan
pemerintahan. Bentuk negara dan pemerintahan bisa saja
beragam sesuai tingkat perkembangan ilmu ketatanegaraan
dalam Islam. Namun, penegakan keadilan menjadi sesuatu yang
tetap dan tidak dapat mengalami perubahan, apa pun bentuk
negara dan jenis pemerintahannya. Di sinilah letak perpaduan
anitara’segmen syaridt yang tetap dan yang bisa ‘berubah’
Segmen yang tetap pada umumnya berkaitan dengan substansi
ajaran, sedangkan segmen yang bisa berubah berhubungan
dengan format dan teknis pelaksanaannya.
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